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MOTTO 
 
                                
      
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua 
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS: Al-Baqorah: 280) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
خ Ta T Te 
ز ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ر Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
س Ra R Er 
ص zai Z Zet 
ط sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
غ ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ه lam L El 
ً mim M Em 
ُ nun N En 
و wau W We 
x 
 
ٓ ha H Ha 
ء hamzah ...‟… Apostrop 
ٌ ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ Fathah A A 
 ِ‎ Kasrah I I 
 ُ‎ Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةرم Kataba 
2. شمر Żukira 
3. ةٕزَ Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فُم Kaifa 
2. هىح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ٌ...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أٌ...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هاق Qāla 
xii 
 
2. وُق Qīla 
3. هىقَ Yaqūlu 
4. ٍٍس Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هافطلأا حظوس Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ححيط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. آْتس Rabbana 
xiii 
 
2. هٓضّ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ها. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. وجٓشىا Ar-rajulu 
2. هلالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ومأ Akala 
xiv 
 
2. ُوزخأذ Taꞌkhużuna 
3. ؤْىا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هىسسلاإذَٓ محاٍ و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعىا بس للهذَلحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xv 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقصاشىايرخ ىله للها ُإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ُاضُلماو وُنىا اىفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
KHAIRUR ROHIM, NIM 142111139, “UPAYA PENANGANAN 
PEMBIAYAAN IJĀRAH  BERMASALAH DI TINJAU DARI FATWA 
DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di KSPS Karima 
Wonogiri).” 
KSPS KARIMA Wonogiri adalah salah satu Koperasi yang sudah berkembang di 
Wilayah Wonogiri yang berbadan Hukum No: 801/BH/XIV.30/V/2013,  Lokasi 
yang berdekatan dengan puskesmas dan pasar Purwantoro yang termasuk cukup 
besar. Pembiayaan dalam KSPS KARIMA Wonogiri  terdapat beberapa macam 
diantaranya: Pembiayaan AlMurābaḥah, Ijārah, Musyāraka Mutanāqiṣah 
Muḍārabah, ḥawālah, Raḥn, Qarḍul ḥasan, Wakālah, Muḍārabah, Musyārakah, 
Qarḍ. Pada akad Ijārah ini dalam praktek pemberian pembiayaaan pada anggota 
ada masalah untuk  mengembalikan kewajiban kepada KSPS Karima Wonogiri. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penanganan pembiayaan pada 
akad ijārah bermasalah di KSPS Karima Wonogiri, serta untuk mengetahui di 
tinjau dari Fatwa DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijārah 
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif, dengan metode studi kasus, menggunakan sumber data primer dari 
wawancara langsung dengan Manajer dan Bidang Pembiayaan KSPS Karima 
Wonogiri.   
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan 
bermasalah pada akad ijārah di KSPS Karima Wonogiri dengan  cara 
silahturahmi ke rumah anggota, serta musyawarah, surat peringatan satu sampai 
tiga penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning), 
penataan kembali (Restructuring), dan  eksekusi jaminan. Dalam Fatwa DSN (No: 
09/DSN–MUI/IV/2000) pembiaayaan ijārah, perihal hubungan dengan muamalah 
diakhiri dengan ketentuan “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. Dalam penerapan Fatwa pembiayaan ijārah masih ada yang 
belum sesuai yaitu mengenai penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 
Syari‟ah. 
Kata kunci : Penanganan, Ijārah, Pembiayaan Bermasalah. 
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ABSTRACT 
KHAIRUR ROHIM, NIM 142111139, "PROBLEM HANDLING IJAYARAH 
FINANCING EFFORTS IN THE REVIEW OF FATWA DSN-MUI NO. 09 / 
DSN-MUI / IV / 2000 (Case Study at KSPS Karima Wonogiri). " 
KSPS KARIMA Wonogiri is one of the cooperatives that has developed in 
the Wonogiri area which has legal status No: 801 / BH / XIV.30 / V / 2013, its 
location is adjacent with PUSKESMAS and Purwantoro market that quite large. 
There are several types of funding in KSPS KARIMA Wonogiri: Financing 
AlMurābaḥah, Ijārah, Musyāraka Mutanāqiṣah Muḍārabah, ḥawālah, Raḥn, 
Qarḍul ḥasan, Wakālah, Muḍārabah, Musyārakah, Qarḍ. In this Ijārah contract, 
the practice of providing funding to members had a problem to return obligations 
to KSPS Karima Wonogiri. 
This research was conducted to find out the financing handling of the 
problematic ijārah contract in KSPS Karima Wonogiri, and to find review of the 
DSN-MUI Fatwa NO. 09 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning ijārah 
This study uses field research with a qualitative approach, with a case 
study method, using primary data sources from direct interviews with Managers 
and Karima Wonogiri KSPS Financing. 
The results of this study indicate that the handling of financing has 
problem in the ijārah contract at KSPS Karima Wonogiri by method of gathering 
to members' houses, as well as deliberation, warning letters number one till three 
Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, and guarantee execution. In Fatwa 
DSN (No: 09 / DSN-MUI / IV / 2000) enrichment of ijārah, the matter of 
relations with muamalah ends with the provision "if one party does not fulfill its 
obligations or if there is a dispute between the parties, the settlement is carried out 
through the Shari'a Arbitration Board, after no agreement is reached through 
deliberation. In the implementation of the fatwa of ijārah financing, there are not 
still finish the appropriate, namely regarding the settlement, carried out through 
the Syari'ah Arbitration Board. 
Keywords: Handling, Ijārah, Trouble Financing 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 
perkoperasian adalah sebagai berikut “Koperasi adalah badan usaha yang 
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”. 
Dalam pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya, serta 
ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka 
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
1
 
Koperasi adalah badan usaha (UU No. 25 tahun 1992). Sebagai 
badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan 
dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada 
konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi 
sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset-
aset fisik dan nonfisik dan teknologi. Karena itu, koperasi harus dapat 
menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan 
usahanya.
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1
Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori Dan Praktik, (Jakarta : Erlangga, 
2001), hlm. 18-19. 
2
Ibid. 
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Ciri utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha 
lainya (non koperasi) adalah posisi anggota. Dalam UU Nomer 25 Tahun 
1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa, anggota koperasi adalah 
pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Dalam bahasa ekonomi 
atau teori pemasaran, pengguna jasa ini disebut pelanggan (customer). 
Untuk koperasi primer di Indonesia, anggotanya minimal 20 orang. 
Dengan demikian, anggota koperasi adalah orang sebagai individu yang 
merupakan subjek hukum dan subjek ekonomi tersendiri. Mereka ini 
mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, yang diwadahi oleh 
koperasi dalam memenuhi kepentingan ekonomi tersebut.
3
 
Dalam persaingan ekonomi yang sangat ketat KSP tersebut  harus 
mampu melakukan inovasi untuk menciptakan berbagai produk pinjaman 
yang mampu menarik perhatian nasabah. Jika tidak, nasabah akan mencari 
produk yang lain dari  KSP lain atau dari lembaga non-KSP, salah satu 
kelebihan KSP dari pesaing diluar KSP dalam penjualan produk adalah 
pembeli produk juga sekaligus pemilik KSP. Dengan demikian semakin 
besar dan semakin sering membeli produk KSP, berarti akan memperbesar 
miliknya. Karena itulah KSP tidak perlu takut bersaing walaupun kalah 
dalam modal. 
4
 
BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank 
yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam 
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Ibid., hlm.72. 
4
Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, (Yogyakarta: 
Andi, 2012), hlm. 122. 
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(KSP). Adapun bank umum merupakan lembaga keuangan makro 
sedangkan bank perkreditan rakyat merupakan lembaga keuangan 
menengah dari sekian banyak lembaga banyak lembaga keuangan mikro 
seperti koperasi, BKD dan lainya, BMT merupakan lembaga keuangan 
mikro yang berdasarkan syariah.
5
 
 KSPS KARIMA Wonogiri adalah salah satu Koperasi yang sudah 
berkembang di Wilayah Wonogiri yang berbadan Hukum No: 
801/BH/XIV.30/V/2013,  Lokasi yang berdekatan dengan puskesmas dan 
pasar Purwantoro yang termasuk cukup besar. KSPS KARIMA Wonogiri 
menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi para pedagang yang berada 
di area pasar serta masyarakat sekitar daerah Purwantoro Kabupaten 
Wonogiri. 
Pembiayaan dalam KSPS KARIMA Wonogiri  terdapat beberapa 
macam diantaranya: Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Muḍārabah , 
pembiayaan akad Musyārakah, pembiayaan berdasarkan akad Murābaḥah, 
pembiayaan berdasarkan akad Qarḍ, pembiayaan penyewaan barang 
bergerak atau tidak bergerak kepada anggota berdasarkan akad Ijārah. 
Pembiayaan akad Wakālah, pembiayaan akad  Raḥn, pembiayaan akad 
Qarḍul ḥasan. Ada juga produk penghimpunan dana (fending), seperti 
Simas (Simpanan Karima Syari‟ah), Siqur, (Simpanan Qurban) Simaster 
(Simpanan Syariah Terencana), Sijangka (Simpanan Berjangka/Deposito), 
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Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, (Jogjakarta:ISES Publising, 2008), 
hlm. 15. 
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Siummi (Simpanan Umroh Haji). Terkait dengan pembiayaaan dan 
penghimpunan dana kebanyakan anggota banyak yang tidak tau  mengenai 
pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak KSPS  KARIMA sehingga ini 
mempersulit dalam transaksi dan waktu perlunasannya, seperti akad 
Ijārah/sewa manfaat yang dimana anggota hanya memanfaatkan saja tapi 
tidak memiliki objeknya. 
Ijārah merupakan bentuk pertukaran dimana objeknya adalah jasa. 
Cakupan ini sangat luas, seperti jasa penitipan (sepeda motor, mobil, dan  
saving box), jasa penyewaan (sewa rumah, sewa ruko, sewa mobil, dan 
sewa mesin) jasa transportasi (angkot, bus kereta api, pesawat terbang dan 
ojek), dan karyawan bekerja pada perusahaan. Bahkan Wakālah bil Ujrah 
pun termasuk dalam Ijārah. Bank Islam menggunakan Ijārah dalam 
beberapa bentuk. Berdasarkan penyerahan jasa (kemanfaatan) dan uang, 
Ijārah yang digunakan oleh bank adalah berbentuk mu`ajjal, dimana bank 
menyediakan jasa atau persewaan terlebih dahulu dan debitur 
membayarnya secara tertunda.
6
 
Pada akad Ijārah ini dalam prakteknya pemberian pembiayaaan 
banyak permasalahan yang muncul terutama para anggota yang mengalami 
pembiayaan tertunda/macet. Pertama, penyebab pembiayaan bermasalah 
adakalanya nasabah tidak bisa membayar tagihan karena adanya 
kebutuhanan yang mendesak, seperti adanya keluarga yang sakit dan ada 
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Imam Wahyudi dkk, Manajemen Resiko Bank Islam, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 
2013),  hlm 113. 
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keluarga yang meninggal dunia . Kedua, Walīmatul „ursy atau di sebut 
juga jagong ini sangat memperaruhi dalam proses pembayaran pembiayaan 
karena banyak undangan untuk acara walīmatul „ursy yang di terima oleh 
para anggota sehingga pembiayaan para anggota sering mengalami 
masalah. 
Pembiayaan berdasarkan Akad pada KSPS KARIMA Wonogiri 
No Jenis pembiayaan Jumlah Anggota 
1 Al Murābaḥah 46 
2 Ijārah 42 
3 Musyārakah mutanāqiṣah 39 
4 Muḍārabah  19 
5 ḥawālah 13 
6 Raḥn 11 
7 Pinjaman lain 9 
8 Qarḍul ḥasan 5 
9 Wakālah 3 
              Jumlah 187 
Sumber:  Wawancara dengan Bp. Bambang Siswanto Manajer KSPS 
KARIMA Wonogiri.
7
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Bambang Siswanto, Manajer Operasional  Wawancara Pribadi , 09  April 2018 jam 
13.00-14.30 WIB 
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Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti, mengenai 
bagaimana upaya Koperasi Simpan Pinjam Syariah di  KSPS BMT KARIMA 
Wonogiri dalam menangani pembiayaan bermasalah. 
pada akad Ijārah tersebut, dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: “UPAYA 
PENANGANAN PEMBIAYAAN IJĀRAH BERMASALAH DI TINJAU 
DARI FATWA DSN-MUI NO. 9/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di KSPS 
Karima Wonogiri)” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah dimuka, maka rumusan masalah 
judul penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana penanganan pembiayaan Ijārah bermasalah di KSPS 
KARIMA Wonogiri? 
2. Apakah penanganan pembiayaan Ijārah bermasalah di KSPS 
KARIMA Wonogiri sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO. 
9/DSN-MUI/IV/2000? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk menjelaskan dan mengetahui penanganan pembiayaan 
Ijārah bermasalah di KSPS KARIMA Wonogiri. 
b. Untuk menjelaskan dan mengetahui pandangan dari fatwa DSN-
MUI terhadap KSPS Karima Wonogiri dalam menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah pada akad Ijārah 
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2. Manfaat Penelitian. 
Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat: 
a. Untuk menambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui 
penanganan pembiayaan bermasalah pada akad Ijārah KSPS 
KARIMA Wonogiri. 
b. Memberikan informasi pada masyarakat terkait dan tujuan 
kegiatan yang ada pada KSPS KARIMA Wonogiri dalam 
penanganan pembiayaan bermasalah pada akad Ijārah. 
D. Kerangka Teori 
1. Pengertian Akad Ijārah.  
Muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur 
hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan 
mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai 
aturan Islam tentang kegiatan ekonomi  yang dilakukan manusia, Salah 
satu bentuk kegiatan muamalah tersebut adalah Ijārah.  Kegiatan Ijārah 
sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kegiatan yang 
umum digunakan, maka Ijārah memiliki aturan-aturan tertentu.  
Sedangkan Ijārah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna 
(manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
barang itu sendiri. 
8
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 Dina Mardiyah,  Pengertian Ijarah dan Aplikasinya dalam Transaksi  Ekonomi, dikutip 
dari https://www.academia.edu. diakses 18 september 2018, jam 22.00 WIB 
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Salah satu produk penyaluran dana dari BMT kepada nasabah 
adalah pembiayaan yang berdasarkan perjanjian atau akad sewa-menyewa 
(Ijārah). Akad Ijārah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak 
guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan 
pembayaran sewa (Ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi 
sewa (Mu‟ajjir) dengan penyewa (Musta‟jir) tanpa diikuti pengalihan 
kepemilikan barang itu sendiri. 
9
 
Ijārah terbagi menjadi dua, yaitu Ijārah terhadap benda atau sewa 
menyewa, dan Ijārah atas pekerjaan atau upah mengupah.10 Dalam hal 
Ijārah menyewa benda bisa sewa  mobil, atau jasa angkut alat foto copy 
dan bisa juga bagi para pedagang menyewa ruko, kamar, rumah, akan- 
tetapi tidak boleh menyewakan hal-hal yang dilarang/ diharamkan. dalam 
hal jasa pihak  yang menyewakan mencarikan seorang/ beberapa orang  
untuk dipekerjakan seperti menjahit baju, membangun rumah. 
Dalil yang mengenai Ijārah. sebagimana firman Allah dalam Al-
Qur‟an At-Thalaq ayat 6 dan surah surah Al Qashas ayat 26 
........               ..... 
 
 
                                                             
9
 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Grup, 2009),  hlm 394. 
10Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2004), hlm. 133.  
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Artinya: 
 ....kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 
berikanlah kepada mereka upahnya... ( Q.S At-Thalaq ayat 6).
11
 
Dan  fiman Allah dalam surah Al Qashas ayat 26 
                         
   
Artinya: 
salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling 
baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya". ( Q.S Al Qashas ayat 26).
12
 
Sedangkan di dalam hadits : 
ُهُقَرَع ََّفِجَي ْنَأ َلِبَق ُهَرِجَأ َيرِجَلأا اوُطِعَأ 
Dari Ibnu Umar Rasulullah saw bersabda: “berikanlah upah pekerja 
sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah). 
Rukun dan Syarat Ijārah 
a. Sighat Ijārah, yaitu Ijab dan Qobul berupa pernyataan dari kedua 
belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau 
dalam bentuk lain. 
b. Pihak-pihak yang berakad (kontrak): terdiri atas pemberi 
sewa/pemberi jasa, penyewa/ pengguna jasa 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya jilid X , (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm, 188. 
12
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya jilid X...., hlm, 280 
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c. Objek akad Ijārah adalah: manfaat barang dan sewa, atau manfaat 
jasa dan upah.
13
 
2. Pembiayaan Bermasalah 
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu 
pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. 
Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti BMT 
kepada nasabah.
14
 
Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah 
disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran 
atau melakukan angsuran sesuai  dengan perjanjian yang telah di tanda 
tangani/ telah di sepakati  oleh bank dan nasabah. Sehingga mengalami 
keterlambatan dalam membayar pembiayaan.
15
 
Prinsip prinsip pembiayaan juga harus digunakan dalam 
melakukan penilian permohonan pembiaayaan. Dalam hal ini lembaga 
perbankan  harus ada unsur 5C, 8P, dan 3R, Unsur 5C terdiri dari 
Character, Copacity, Capital, Colecteral, Condition, Sedangkan 8P 
terdiri dari Personality, Party, Purpose, Prospect, 
                                                             
13Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/200 tentang Pembiayaan Ijarah 
14
Muhammad, Manajemen Bank Syari‟ah, (Yogyakarta: UUP AMP YKP, 2002), hlm 260 
15
Ismail, Menejemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2010), 
hlm ,123 
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Payment,Profitability, Proctection, Sedangkan 3R, Return, 
Reypayment, Risk. 
16
 
Ada dua hal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu 
faktor internal (faktor internal berasal dari perusahan itu sendiri ) dan 
faktor eksternal (faktor eksternak berasal dari luar menejemen 
perusahan). Dalam pembiayaan bermasalah sering terjadi karena faktor 
internal yang berasal dari kurangnya pedalaman karakter nasabah.
17
  
3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 
Bank syariah dalam melakukan pembiayan kepada nasabah 
berharap pembiayaan yang dilakukan tersebut berjalan dengan lancar, 
nasabah dapat memenuhi kewajibannya dan janji yang telah disepakati 
bersama dalam melakukan pelunasan pembayaran. Bisa jadi nasabah 
mengalami kesulitan dalam melalukan pembayaran yang berakibat 
kerugian bagi Bank Syariah. 
Dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka Bank 
Syariah akan menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 
10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah 
dan melalui unit usaha syariah maka Bank Syariah: 
a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, dan  
b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan 
sebagian atau seluruhnya persyaratan pembiayaan tanpa 
                                                             
16
Ahmad, Sumiyanto BMT Menuju Koperasi ..., hlm, 167  
17
 Trisadini P. Usanti Dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 
2013).  hlm 102.  
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menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus 
dibayarkan kepada pihak bank, antara lain meliputi: 
1) Pengurangan jadwal pembayaran 
2) Perubahan jadwal angsuran  
3) Perubahan jangka waktu 
4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan Muḍārabah atau 
Musyārakah 
5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan 
Muḍārabah atau Musyārakah 
6) Pemberian potongan  
c. Penataan kembali (restructurisasi), yaitu perubahan 
persyaratan pembiayaan antara lain meliputi: 
1) Penambahan dana fasilitas pembiayan bank 
2) Konversi akad pembiayaan 
3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 
berjangka waktu 
4) Konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal 
sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai 
dengan rescheduling atau reconditioning. 
Bank hanya dapat melakukan restructurisasi pembiayaan terhadap 
nasabah yang memenuhi kriteria yaitu: nasabah diperkirakan mengalami 
penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran/pemenuhan 
13 
 
kewajiban dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu 
memenuhi kewajibanya setelah direstrukturisasi.
18
 
  Dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang penanganan pembiayaan 
ijarah bermasalah yaitu jika salah satu pihak tidak memenuhi 
kewajibannya atau jika terjadi perselisihannnya diantara kedua belah 
pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi  syariah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
19
 
E. Tinjauan Pustaka  
 Kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan 
penelitian terdahulu, kajian pustaka ini berguna menghindari adanya 
plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain: 
Pertama, Skripsi Ermatul Nahfita, 2016, (Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta) Surakarta, yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI 
Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad 
Ijārah Multijasa di KSPPS BMT Tumang Boyolali, Penyelesaian 
pembiayaan bermasalah pada akad Ijārah Multijasa di KSPPS BMT 
Tumang Boyolali sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-
MUI/VII/2004, karena penyelesaian pembiayaan bermasalaah dilakukan 
dengan cara musyawarah mufakat. Tetapi jika dengan musyawarah 
pembiayaan tersebut tidak selesai dan malah menimbulkan perselisihan 
atau sengketa, KSPPS BMT Tumang Boyolali melakukan penyelesaian 
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 Ibid., 108-110 
19
 fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004, 
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sengketa tersebut melalui Pengadilan  Negeri /Pengadilan Agama. ini 
sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang jika penyelesaian sengketa dilakukan 
melalui Badan Arbitrase Syariah, akan tetapi KSPPS BMT Tumang lebih 
memilih di pengadilan  setelah tidak tercapai kesempatan melalui 
musyawarah.
20
 
Kedua, Skripsi Puji Rahayu, 2016, (Universitas Islam Negeri 
Walisongo Semaran), yang berjudul “ Strategi Penanganan Pembiayaan 
Bermasalah Akad Al-Ijārah Di KJKS Binama Tlogosari Semarang‟‟ 
Skripsi ini berisi tentang analisi SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang 
dan Ancaman) terhadap strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad 
Ijārah di KJKS Binama Semarang. Serta upaya penanganan pembiayaan 
bermasalah dengan cara: penyelamatan, penyitaan Jaminan dan Write-
off.
21
 
Ketiga, jurnal dari Fathurrahman Azhari (IAIN Antasari 
Banjarmasin), tentang “Mekanisme dan Cara Penyelesaian pembiayan 
bermasalah”, jurnal ini berisi tentang penjelasan secara umum tentang 
penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengadilan maupun diluar 
                                                             
20
 Ermatul Nahfita,  “Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Mekanisme Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Multijasa di KSPPS BMT Tumang Boyolali.  Skripsi 
2016, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
21
 Puji Rahayu, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Al Ijarah Di Kjks 
Binama Tlogosari Semarang” Skripsi 2016, dikutip http://eprint.walisongo.ac.id// diakses 1 Mei 
2018, Fakultas ekonomi dan bisnis UIN Walisongo, Semarang. 2016 
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pengadilan, dengan pedoman Undang-Undang, Peraturan Bank, peraturan 
salah satu Bank Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
22
 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat 
penelitian, tentang mekanisme atau cara kerja KSPS Karima Wonogiri 
dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan 
menggunakan pedoman Fatwa DSN No: 9/DSN-MUI/IV/2000 
F. Metode Penelitian  
1. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode 
studi kasus. Adapun Penelitian studi kasus dan lapangan adalah penelitian 
dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan 
kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan 
lingkungan.
23
 
2. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik 
pengumpulan data antara lain: 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 
bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan 
                                                             
22
Fathurrahman Azhari, Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” 
Jurnal 2012, dikutip http://download.portalga ruda.org// diakses 1 Mie 2018, At-Tharadhi Jurnal 
Studi Ekonomi (Banjarmasin), Vol. 3, nomer 1, 2012, hlm. 85-92 
23
Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam 
Penelitian, ( Malang; Andi Offset 2010), hlm..21. 
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responden.
24
 Wawancara dilakukan kepada manejer dan bagian 
pembiayaan KSPS KARIMA Wonogiri yang berada di 
kecamatan Purwantoro. 
b. Dokumentasi  
Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan 
sebaginya.
25
 
3. Sumber Data  
Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari: 
a. Data Primer, merupakan sumber data yang diperoleh secara 
langsungdari sumber aslinya.
26
 Data yang dapat berupa opini 
subjek (orang) baik secara individu maupun dalam kelompok, 
pendapat, pengalaman dan sikap seseorang terhadap objek 
penelitian. 
b. Data Sekunder, sumber data dalam penelitian ini meliputi data 
tertulis, berupa buku, majalah, arsip, dokumentasi pribadi dan 
dokumen resmi.
27
 Dalam penelitian ini butuh pengumpulan 
data melalui perpustakaan mengenai pembahasan terkait buku-
buku seperti tentang, fiqh muamalah dan lain sebagainya untuk 
membangun landasan teori. 
                                                             
24
Soeratno Dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, 
(Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008), hlm. 86. 
25
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: 
Rineka Cipta, 2002), hlm. 206. 
26
Ibid., hlm. 171. 
27
Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 91. 
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4. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Lokasi Penelitian berada di Koperasi Simpan Pinjam Syari‟ah 
KSPS BMT KARIMA Wonogiri alamat Domisili Jl.Raya Purwantoro-
Wonogiri Km. 0.5 Purwantoro/ Link Sambiliting Rw 01/07, Kelurahan 
Purwantoro, Kecamatan, Purwantoro, Kabupaten Wonogiri dengan waktu 
penelitian dimulai bulan April 2018 sampai selesai Desember 2018 
5. Analisis Data 
Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan, bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan 
temuannya di informasikan kepada orang lain.
28
 
Setelah data terkumpul dari hasil lapangan maupun pustaka, maka 
dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti untuk 
menganalisis data-data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif dengan 
metode deduktif, yaitu untuk menganalisa data yang bersifat khusus dari 
kejadian-kejadian, kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik 
kesimpulan yang bersifat umum. 
G. Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, dalam 
pembahasannya penulis membagi menjadi beberapa bab yang masing-
masing bab terdiri dari: 
                                                             
28
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: 
ALFABETA, 2015), hlm. 244 
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BAB I, Pendahuluan dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, 
Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori,Tinjuan Pustaka, Metodologi 
Penelitian dan Sistematika penelitian. 
BAB II, Pembahasan Teori Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori 
tentang sistem Ijārah, landasan hukum, rukun Ijārah, jenis-jenis Ijārah, 
pembiayaan bermasalah. Penanganan pembiayaan bermasalah. 
BAB III, Gambaran Umum KSPS Karima Wonogiri  Pada bab ini akan di 
paparkan tentang gambaran umum mengenai KSPS Karima Wonogiri. 
Pembahasan ini meliputi: sejarah berdirinya KSPS  Karima Wonogiri, Profil Dan 
Visi dan Misi KSPS  Karima Wonogiri, Struktur organisasi KSPS Karima, 
Produk-Produk KSPS  Karima Wonogiri, prosedur pembiayaan Ijārah, faktor 
penyebab Pembiayaan Ijārah bermasalah dan cara penyelesaian pembiayaan 
Ijārah bermasalah  
BAB IV, merupakan pembahasan dan analisis penelitian tentang upaya 
penanganan pembiayaan Ijārah bermasalah di KSPS  Karima Wonogiri. 
BAB V,  Penutup dalam bab ini merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil 
penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya. Berisi Kesimpulan, Saran, dan 
penutup, sehingga, diharapkan hasil penelitian ini membawa manfaat, baik dalam 
KSPS  Karima Wonogiri, maupun masyarakat di sekitar Purwantoro.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM AKAD  IJĀRAH  DAN PENANGANAN 
PEMBIAYAAN BERMASALAH 
A. Ijārah 
1. Pengertian Ijārah 
Kata Ijārah secara bahasa berarti al-ajru, yaitu “imbalan terhadap 
suatu perkejaan” (al-jazau alal amal) dan pahala (tṡawāb). Dalam bentuk 
lain, kata Ijārah juga biasa dikatakan sebagai nama bagi al-ujrah yang 
berarti upah atau sewa(al-kara-a). Selain itu arti kebasaan lain dari al-
ajru tersebut adalah “ganti” (al-iwadh),baik ganti itu diterima dengan 
didahului oleh akad atau tidak.
1
 
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Ijārah adalah akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 
tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. sedangkan menurut bank 
indonesia, Ijārah adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan 
atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan 
imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.
2
 
Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa Ijārah 
adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya, dalam bahasa 
Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. 
 
                                                             
1
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga 
Keungan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 150 
2
 Ibid. 
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2. Dasar Hukum Pembiayaan Ijārah  
a. Al-Qur’an 
QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:  
...... ا َر ِإ ٌِ ُن ُِ َي َع َحاَْ ُج ا َي َف ٌِ ُم َدا َى ِو َأ  اى ُع ٔظ ِش َر ِس َذ ُْ َأ ٌِ ُذ ِد َس َأ ُْ ِإ َو
 ٔفو ُش ِع َ ْىا ِت ٌِ ُر ُِ َذ آ اٍَ  ٌِ ُر َِ َّي َس  ۗ  اى ُق ٖذ ا َو اَ ِت َٔ َّيى ا َّ َأ اىَُ َي ِع ا َو َٔ َّيىا
ْير ٔص َت َُ ى ُي َ ِع َذ۞ 
Artinya: 
.......Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 
menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 
bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”3 
QS. Al- Zukhruf: 32 
 َلِّت َس َدَ ِح َس َُ ىَُ ِس ْقَ  ٌِ ُٕ َأ  ۗ  ٍ ٔف ٌِ ُه َر َشُ ٔع ٍَ  ٌِ ُه َْ ُِ َت ا َْ َِ َس َق ُِ ِح َّ
 اَُ ِّ ٗذ ىا  ٔجا َُ َح ْى ا  ۗ  َز ٔخ ٖر َُ ٔى ٕخا َج َس َد ٍط ِع َت َق ِى َف ٌِ ُه َع ِع َت اَْ ِع َف َس َو
 ٌِ ُه ُع ِع َت اَ٘ ِش ِخ ُس ا ّع ِع َت  ۗ َُ ى ُعَ ِجَ  اَٖ ٍٔ  ْش ُِ َخ َلِّت َس ُدَ ِح َس َو 
Artinya : 
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka 
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 
dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
4
 
 
 
 
                                                             
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Tafsirnya, Jilid 1 (Jakarta: Lembaga Percetakan 
Al – Qur‟an Departemen Agama, 2010), hlm. 343.  
    
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Tafsirnya, Jilid 9  (Jakarta: Lembaga 
Percetakan Al – Qur‟an Departemen Agama, 2009), hlm. 104 
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QS.. Al- Qashash: 26: 
 ُٓ ِش ِج ْأ َر ِسا ٔد َت َأ اَ  اَ ُٕ ا َذ ِح ِإ ِد َىا َق  ۗ ْأ َر ِسا ِ ٍَ  َش ُِ َخ َّ ِإ َخ ِش َج
ُينٍٔ َأ ْى ا ٌٗ ِى َق ْى ا 
Artinya:  
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
5
 
b. Hadis 
Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id 
al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: 
ُٓ َشِجَأ ُٔ َِ ٔيِعُْيَف اُشُِِجَأ َشَجْأَرِسا ِ ٍَ 
Artinya: 
Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.
6
 
Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
ُٔ ُقَشَع َّفِجَ ُْ َأ َوِثَق ُٓ َشِجَأ َيرِجَلأا اىُطِعَأ  
Artinya: 
Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 
kering.”  (HR. Ibnu Majah, shahih)7 
c. Kaidah Fiqih 
 اَِِصُو ٔفْىا ًََُعٍَ اَلأخ ْىأاَتَح اُح ٔاَّلاَُذَد ُّهٔىٌُِو َعَيَذ ًِحِشََِٔٔ 
                                                             
5
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya jilid X , (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm, 280 
 
6
 Sunan Kubra, Bab Latajuzul Ijarata Hatta Takuna Malumah, No Hadits 11,651, 
Aplikasi  Al Maktabatusy Syamilah 
7
 Sunah Ibnu Majah, Bab Balasan Bagi Penyewa, No Hadis 2434, Aplikasi Kutub at-
Tis‟ah. 
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Artinya:  
“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengaharamkan”8 
 
Tujuan disyariatkan al-Ijārah adalah untuk memberikan 
keringanan kepada masyarakat. Banyak orang yang mempunyai uang, 
tetapi tidak dapat bekerja. Kebalikannya, banyak orang yang 
mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan 
adanya al Ijārah kedua saling mendapatkan keuntungan dan 
manfaat.
9
 
3. Rukun Dan Syarat Ijārah 
a. Rukun dan Syarat Ijārah: 
1) Sighat Ijārah, yaitu ijab dan Qabul berupa pernyataan dari 
kedua belah pihak yang berkontrak ,baik secara verbal atau 
dalam bentuk lain. 
2) Pihak-pihak yang berakat (berkontrak): terdiri atas pemberi 
sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa. 
3) Objek akad Ijārah, yaitu: 
a) manfaat barang dan sewa; atau 
b) manfaat jasa upah.10 
 
                                                             
8
Yusuf al-Qardhawi, 7 Kaidah Fukih Muamalah Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 
2014), hlm. 9 
9
Abdul Rahman  Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 
hlm. 278   
10
Nurul  Huda  dan   Mohamad Heykal,  Lembaga  Keuangan Islam   Tinjauan  Teoritis  
Dan  Praktis, (Jakarta:  Prenada  Media  Grup, 2010), hlm 81. 
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b. Syarat-syarat dari Ijārah adalah: 
1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk 
melakukan akad Ijārah ; 
2) Manfaat yang menjadi objek Ijārah harus diketahui secara 
sempurna,sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari; 
3) Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, 
baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara 
menyewakan atau meminjamkannya; 
4) Objek Ijārah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (Ijārah 
ala al amal), bukan merupakan suatu kewajiban individual 
( fardhu ain) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa; 
5) Objek Ijārah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang 
dapat disewakan; 
6) Imbalan sewa atau upah harus jelas,tertentu, dan bernilai.11 
c. Ketentuan Objek Ijārah: 
1) Objek Ijārah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. 
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 
dilaksanakan dalam kontrak.  
3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syariah. 
                                                             
11
Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 154.  
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5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahālah (ketidaktauan) yang akan 
mengakibatkan sangketa. 
6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 
identifikasi fisik. 
7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu 
yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula 
dijadikan sewa atau upah dalam Ijārah. 
8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) 
dari jenis yang sama dengan objek kontrak. 
9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.
12
 
4. Jenis – Jenis Ijārah 
Akad Ijārah diklasifikasikan  menjadi dua macam, yaitu Ijārah 
terhadap manfaat benda – benda yang nyata yang dapat diindra dan 
Ijārah terhadap jasa pekerjaan. Jika pada jenis pertama Ijārah bisa 
dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada 
penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, 
kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan 
penyewa. pada jenis kedua, Ijārah baru bisa dianggap terlaksana kalau 
                                                             
12
Ibid.,  hlm. 154 .  
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pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya 
melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan oleh tukang 
memperbaiki komputer oleh teknisi komputer dan sebagainya.
13
 
a. Ijārah „Amal 
Ijārah „Amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang 
dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa jasa 
(employer) disebut mustajir dan pekerja dsebut ajir dan upah yang 
dibayarkan kepada ajir disebut ujrah. Bahasa Inggris dari ujrah 
adalah  fee.  
b. Ijārah „Ain 
Ijārah „Ain adalah jenis Ijārah yang terkait dengan penyewaan 
aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu. Dengan 
kata lain, yang dipindahkan hanya usufruct  atau dalam bahasa Arab 
disebut manfaah. Ijārah a‟in  di dalam bahasa Inggris tidak lain 
adalah term leasing . 
c. Ijārah wa‟ Iqtina  
perjanjian Ijārah, yang dalam terminologi Inggris di sebut termed 
lease- purchase contract, disebut  Ijārah wa iqtina atau Ijārah 
muntahiya bittamlik adalah apabila suatu perjanjian leasing 
diselesaikan dengan cara pengalihan kepemilikan dari aset itu 
kepada nasabah. ( kazaharin, 1993:65). pada akhir masa perjanjian 
Ijārah wa iqtina, kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada 
                                                             
13
Fathurrahman Djamil,  Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  D i Lembaga  
Keuangan  Syariah,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2012) . hlm , 154. 
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penyewa (nasabah bank) apabila nasabah bank yang bersangkutan 
menggunkan hak opsinya  untuk membeli barang itu.  
d. Ijārah Musyārakah mutanāqiṣah 
Di Indonesia juga dikenal jenis Ijārah yang disebut Ijārah 
Musyārakah mutanaqisah ( Khir, Gupta, & Shanmugam, 2008: 230-
231) produk ini memungkinkan nasabah bank untuk memiliki suatu 
aset dengan cara mencicil. Metode sama dengan diminishing  
musyarakat. 
Dalam hal ini yang terjadi adalah bahwa nasabah 
memerlukan jasa Ijārah Musyārakah mutanāqiṣah tersebut karena 
nasabah hanya memiliki sebagian dari dana yang diperlukan untuk 
membeli aset tersebut. Untuk menutupi kekurangannya, nasabah 
mengharapkan bank menyediakan sisa dana untuk menyukupi 
seluruh dana yang diperlukannya untuk membeli aset itu. Caranya 
adalah dengan membuat perjanjian Musyārakah dengan bank. 
e. Ijārah Multijasa 
Ijārah multi jasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh 
bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, 
misalnya jasa berupa pelayanan  pendidikan, kesehatan, 
ketenagakerjaan, dan pariwisata.
14
 
 
 
                                                             
14
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek –Aspek 
Hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm, 276. 
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5. Mekanisme operasional akad Ijārah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keterangan :
15
 
1. Musta`jir (penerima sewa), yaitu pihak yang menyewa barang. 
2. Mu‟jir (pemberi sewa), yaitu pihak yang menyewakan barang. 
3. Manfaat adalah imbalan yang diterima oleh Musta`jir karena 
penggunaan barang sewa 
4. Ujrah adalah imbalan yang diterima oleh mu‟jir 
5. Akad Ijārah adalah pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan 
(qobul) oleh mu‟jir dan Musta`jir  
 
 
 
                                                             
15
 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju‟alah, 
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 13.  
manfaat 
Akad Ijārah 
Mu’jir Musta`jir 
ujrah 
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B. Pembiayaan Bermasalah 
1. Pengertian pembiayaan 
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan 
yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang 
telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang 
lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti BMT 
kepada nasabah.
16
 
Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah 
disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran 
atau melakukan angsuran sesuai  dengan perjanjian yang telah di 
tanda tangani/ telah disepakati  oleh bank dan nasabah. Sehingga 
mengalami keterlambatan dalam membayar pembiayaan.
17
 
2. Prinsip-Prinsip Analisa Pembiayaan. 
Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul 
kepada anggota penguna dana, memilih jenis usaha yang akan 
dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan 
dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.
18
 
Prinsip-prinsip analisa pembiayaan juga harus digunakan dalam 
melakukan penelitian permohonan pembiayaan, seorang  petugas 
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bagian pembiayaan pada BMT harus memperhatikan beberapa prinsip 
utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon 
debitur,  dalam  lembaga perbankan atau BMT, prinsip penilian 
tersebut  dikenal dengan Unsur  5C, 8P, 3R. Unsur 5C terdiri dari: 
a. Character, penilian terhadap karakter atau kepribadian calan 
debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan 
bahwa anggota pengguna  dana  atau anggota BMT yang 
mengajukan pembiayan dengan memenuhi kewajiban. 
b. Capacity,  penilaian secara subyektif tentang kemampuan 
tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. 
Kemampuan ini  diukur dengan catatan prestasi debitur masa 
lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha 
nasabah, cara berusaha dengan tempat usaha. 
c. Collateral. Colateral adalah jaminan milik calon debitur. 
Penilaian untuk lebih menyakinkan jika suatu resiko kegagalan 
pembayaran pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai 
pengganti dari kewajiban. Tetapi, collateral  dalam BMT, dapat 
lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, pendekatan hubungan 
dengan pengusaha, kegiatan usahanya, saling mengenal karena 
daerah usahanya tidak luas melalui tanggung renteng atau 
bersama tokoh setempat yang diiringi dengan pengajian 
bersama. 
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d. Conditions. Bagian pembiayaan BMT harus melihat kondisi 
perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan 
usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan 
eksternal usaha yang dibiayai.
19
 
Sedangkan 8 P  terdiri dari:
 20
 
a. Personality, yaitu penilaian calon debitur dari kepribadian 
atau tingkah lakunya. 
b. Party, penilaian dengan mengklasifikasikan anggota ke 
dalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan 
karakternya. 
c. Purpose, yaitu penilaian dengan mengetahui  tujuan 
penggunaan pembiayaan. 
d. Prospect, yaitu penilaiant erhadap ukuran prospek usaha 
calon debitur. 
e. Payment, yaitu penilaian terhadap ukuran cara calon debitur 
mengambilkan pembiayaan. 
f. Profitability, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon 
debitur dalam mencari laba. 
g. Protection, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon 
debitur dalam memberikan perlindungan usaha dan jaminan 
yang ada. 
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Adapun 3 R terdiri dari 
a. Return, yaitu pengambilan dalam bentuk keuntungan atas 
penggunaan pembiayaan yang diberikan. 
b. Repayment, yaitu kemampuan dan kesanggupan anggota 
untuk membayar kembali semua pembiayaan yang 
diterima. 
c. Risk, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi risiko 
kegagalan.
21
 
3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 
Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam 
sebuah lembaga keuangan Syariah, keberadaannya yang memengaruhi 
rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. 
Faktor faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan 
bermasalah antara lain :
22
 
a) Faktor Internal 
Faktor internal Koperasi Syariah adalah penyumbang 
terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. 
Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman 
petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur 
kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan 
pembiayaan Koprasi Syariah kepada anggotanya. 
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1) Petugas Pembiayaan.23 
a) Kejujuran (Integrity) 
Koperasi Syariah dalam merekrut karyawan harus 
mencari orang yang taat beribadah,orang rajin beribadah 
setidak nya memiliki sikap kejujuran dan menghargai harta 
milik orang lain. Kehancuran BMT–BMT pada masa lalu 
adalah lebih disebabkan Fraud (kecurangan) dari pada 
karyawan seperti terbiasa menerima Risywah (grativikasi) dari 
calon Penerima pembiayaan yang sebenarnya tidak layak 
dibiayai. Terkadang karyawan melakukan Fraud karna 
lemahnya pengawasan lembaga sehingga terjadi timbulnya 
pembiayaan bermasalah. 
b) Pengetahuan (Knowledge) 
Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan 
merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya 
pembiayaan. Koperasi Syariah harus membekali petugas 
pembiayaan dengan pengetahuan manajemen pembiayaan yang 
dimulai dari memilih calon penerima pembiayaan yang 
potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan 
minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan 
menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima 
pembiayaan yang potencial. 
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c) Sikap (Attitude) 
Pembiayaan bemasalah juga dapat timbul dari petugas 
pembiayaan yang tidak memiliki sikap proporsional. Dalam 
pemberian pembiayaan, seorang petugas pembiayaan pada 
Koprasi Syariah harus bersikap netral dan tidak mementingkan 
keuntungan pribadi atau orang lain.Terkadang pemberian 
pembiayaan lebih diutamakan karna faktor kedekatan keluarga 
atau perkawanan sehingga mengabaikan profesionaliolisme 
manejerial. Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak 
lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur 
ataupun menagihnya, kondisi ini akan semakin parah jika 
sebagian besar pembiayaan diberikann dengan cara tersebut. 
d) Keterampilan (Skill)24 
Sering kali kita menjumpai anggota penerima 
pembiayaan tidak mampu untuk membayar angsuran, 
meskipun baru satu atau dua bulan pencairan pembiayaan 
diberikan. Kejadian ini merupakan lemahnya petugas dalam 
menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan. 
Seorang calon pembiayaan mengajukan pembiayaan dengan 
mengukur nilai angunan yang diberikan meskipun kebutuhan 
modalnya sebenarnya tidak terlalu besar. 
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e) Sistem Operasional dan Prosedur  
Sering kali kegagalan sebuah Koprasi Syariah lebih 
sering disebabkan kurang tertatanya organisasi kususnya 
kelengkapan SOP yang jarang dimiliki, kondisi ini 
menyebabkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan 
sering kali cepat mencapai titik jenuh yang berakibat 
banyaknya waktu terbuang dan terpengaruh dengan kondisi 
seadanya  sehingga target target pertumbuhan Koprasi Syariah 
berkembang secara stagnasi bahkan ironisnya mengalami 
penurunan rentabilitas yng dapat berakahirnya exsitensi 
Koprasi Syariah. 
b. Faktor Eksterna. 25 
1) Anggota penerima pembiayaan  
Ibarat pepatah ada gula ada semut, jika seseorang 
mengetahui keberadaan Koperasi Syariah yang dapat 
memberikan pinjaman dana, maka berbondang bondong orang 
dari segala lapisan akan mendatangi Koperasi Syariah untuk 
mengajukan pembiayaan. Akan tetapi kebanyakan mereka yang 
datang ke Koperasi Syariah mereka yang tidak bank kable atau 
mereka sebenarnya sudah ditolak permohonannya diperbankan. 
Kedatangannya ke Koperasi Syariah dengan berbagai asumsi 
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diantaranya masih banyak anggapan bahwa Koperasi Syariah 
sama dengan lembaga sosial keagamaan yang berorientasi 
untuk menolong tanpa pamrih untuk dakwah. 
Kenyataan ini harus disadari para pengelola Koperasi 
Syariah untuk lebih berhati hati dalam menyeleksi calon 
penerima pembiayaannya. Ada 4 faktor penting yang harus 
diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan antara lain : 
a) Karakter Calon Penerima Pebiayaan 
Penilaian karakter yang merupakan aspek kuantitatif 
tersebut hanya bisa di pahami jika kita telah mengenal lama 
calon penerima pembiayaan tersebut. ranting tertinggi 
penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor karakter. 
Terkadang orang yang telah menerima pembiayaan sering 
kali mangkir ketika ia harus membayar kewajibannya.  
b) Side Streaming Penggunaan Dana  
Rating kedua penyebab pembiayaan bermasalah 
adalah penyalahgunaan penggunaan dana. Tidak sedikit 
mereka yang mengajukan permohonan pembiayaan pada 
Koperasi Syariah bukan hanya untuk keperluan pribadi 
melainkan mewakili kepentingan orang lain.
26
 
c) Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup  
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Anggota yang telah menerima pembiayaan dari 
Koprasi Syariah kebanyakan lebih mementingkan 
kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan dia 
harus membayar kewajiban angsurannya. 
d) Mempriotaskan kepentingan lain  
Keengganan anggota membayar kewajiban angsuran 
ke koperasi syariah terkadang lebih disebakan karena 
kepentingan lain seperti adanya peluang bisnis baru anggota 
sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membayar 
kewajiban angsurannya kepeda koperasi justru dipakai 
untuk mengambil peluang bisnis baru yang terkadang belum 
tentu membawakan hasil.
27
 
c. Kondisi Alam  
1) Bencana Alam  
Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang 
sulit diprediksikan, gempa bumi, banjir dan tsunami merupakan 
salah satu penyebab terjadinya pembiyaan macat, antisipasi 
kondisi ini  hanya satu jalan keluar yaitu dengan mengansurasikan 
baik jiwa maupaun aset aset yang dimiliki. 
2) Kebijakan Pemerintah  
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Kebijakan pemerintah terkadang memengaruhi pola 
terjadinya pembiayaan bermasalah. 
3) Huru Hara / Demostrasi  
Iklim demokrasi di Indonesia  tidak hanya memberikan 
nilai-nilai positif bagi kehidupan bernegara akan tetapi iklim ini 
juga membawa dampak negatif. Kasus pembakaran yang terjadi 
pada tahun 1997 di  Jakarta membuat jutaan debitur bank tidak 
mampu melunasi hutangnya yang disebabkan hilangnya 
kesempatan berusaha dan timbulnya kepanikan harga-harga 
komoditi. 
4) Kendala musim  
Iklim Indonesia yang saat ini tidak menentu, kendati hanya 
memiliki dua iklim yaitu musim panas dan musim penghujan. 
Seorang petugas pembiayaan jika memberikan pelayanan kepada 
anggota Koperasi Syariah yang berprofesi sebagai pedagang es 
pada saat musim pemghujan maka sudah dapat dipastikan 
pengembalian pembiayaannya akan mengalami permasalahan. 
Pada musim hujan biasanya orang lebih mencari minuman hangat 
dibandingkan minuman dingin es, oleh karenanya pedagang es 
pada musim hujan biasanya mengalami penurunan pendapatan 
atau sama sekali tidak laku dangannya.
28
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4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah. 
Yang dimaksud pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-
undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan berupa: 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Muḍārabah  dan Musyārakah, 
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijārah atau sewa-beli 
dalam bentuk Ijārah muntahiyah bit tamlik, 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murābaḥah, salam dan 
istishna, 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qarḍ, dan  
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijārah untuk transaksi 
multijasa. 
Berdasarkan kesepakatan antara Bank syariah dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk 
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan  ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
29
 
Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 UU 
No. 10 tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan, adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan 
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pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
30
 
Pada pasal 23 UU  Perbankan Syariah, Bank Syariah atau UUS harus 
mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah 
penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, 
sebelum bank syariah atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah 
penerima fasilitas.
31
 tetapi didalam Islam juga terdpat berberapa prinsip 
etika utang-piutang antara lain: menepati janji, menyegerakan pembayaran 
utang, melarang menunda-nunda pembayaran utang, lapang dada ketika 
membayar hutang , tolong-menolong dan memberi kemudahan.
32
 
 Dalam klausul akad pembiayaan juga pasti terdapat tujuan dan 
jangka waktu pembiayaan. Dalam fiqh ditegaskan bahwa pembiayaan 
dapat dianggap tidak sah apabila tujuan pengguna pembiayaan berbeda, 
sebab ini terkait dengan maksud diadakannya akad. dan setiap akad 
pembiayaan ditentukan batas waktu untuk melunasi bagi yang berhutang, 
jika penerima pembiayaan tidak dapat melunasi pembiayaan, maka 
penerima pembiayaan berada dalam kategori khianat atau 
wanprestasi/ingkar janji (In default).
33
 
  Tetapi didalam suatu pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu 
kondisi dimana adanya suatu penyimpangan dalam hal pembayaran yang 
menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan 
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yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Kondisi ini 
disebut dengan pembiayaan bermasalah. Atau juga bisa diartikan 
pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, 
diragukan, dan macet ( Non Performing Financings).
34
 
2. Penetapan Kualitas Pembiayaan. 
Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-
masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-
masing  
kelompok produk pembiayaan, maka pembiayaan digolongkan kepada:
35
 
a. Lancar  
Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai 
dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan 
secara teratur dan akurat sertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap 
dan pengikatan agunan kuat. 
b. Dalam perhatian khusus  
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 
margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi 
perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta 
pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak 
prinsipil. 
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c. Kurang lancar 
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 
margin yang melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 
(seratus delapan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang 
lengkap dan pengikat agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap 
persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupa melakukan 
perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. 
d. Diragukan  
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 
margin telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 
270 ( dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak 
lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang 
prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.  
e. Macet  
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 
margin yang telah melewati 270 ( dua ratus tujuh puluh) hari, dan 
dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.  
Kualitas pembiayaan dinilai dari beberapa aspek, yaitu prospek 
usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar/kemampuan 
menyerahkan barang pesenan  mengenai. Contoh kriteria penilaian 
kualitas pembiayaan dari segi kemampuan bayar berdasarkan 
kelompok produk pembiayaan. 
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Atas dasar penilaian aspek diatas, kaualitas pembiayaan aspek 
ditetapkan menjadi 5 golongan dalam pembiayaan Ijārah yaitu: lancar 
(golongan I) pembayaran sewa tepat waktu, dalam perhatian khusus 
(golongan II) terdapat tunggakan sewa sampai dengan 90 hari, kurang 
lancar (golongan III) terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 
hari sampai dengan 180 hari, diragukan (golongan IV) terdapat 
tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari, 
dan macet (golongan V) terdapat tunggakan sewa yang telah 
melampaui 270 hari.
36
 
3. Resiko dan upaya mengantisipasi resiko pembiayaan bermasalah. 
 Dalam penjelasan pasal 8 Undang – Undang Nomer 7 tahun 1992 
jo.UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan maupun dengan 
penjelasan pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
antara lain dinyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga bank harus 
memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
yang sehat. Resiko yang akan timbul jika bank tidak memperhatikan 
asas-asas tersebut antara lain: 
- Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar 
- Margin/ bagihasil /fee tidak dibayar  
- Membengkaknya biaya yang dikeluarkan 
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- Turunnya kesehatan pembiayaan (finace soundness).37 
4. penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah 
a.  Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 
Penyelamatan pembiayaan adalah upaya dan langkah-
langkah yang digunakan bank dalam usaha mengatasi 
permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih 
memiliki prospek usaha yang baik. Namun debitur mengalami 
kesulitan pembayaran pokok dan  kewajiban-kewajiban lainnya, 
agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. 
Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bank 
syariah, terdapat ketentuan PBI No.13/19/PBI/2001 tentang 
perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi 
pembiayaan bagi bank syariah dan melalui unit usaha syariah maka 
bank syariah: 
1) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, dan  
2) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan 
sebagian atau seluruhnya persyaratan pembiayaan tanpa 
menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus 
dibayarkan kepada pihak bank, antara lain meliputi: 
a) Pengurangan jadwal pembayaran, 
b) Perubahan jadwal angsuran, 
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c) Perubahan jangka waktu, 
d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan Muḍārabah  atau 
Musyārakah. 
e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan 
Muḍārabah  atau Musyārakah dan,  
f) Pemberian potongan  
3) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 
pembiayaan antara lain meliputi: 
a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank 
b) Konversi akad pembiayaan  
c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 
berjangka waktu 
4) Konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara 
pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan 
rescheduling atau reconditioning.
38
 
Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restruktirisasi sesuai 
dengan memperhatikan karakteristik dari pembiayaan tersebut. 
Berdasarkan surat edaran bank indonesia no. 10/34/DPbs tanggal 
20 Oktober 2008 tentang restrukturisasi bagi Bank Umum Dan 
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Unit Usaha Syariah, pembiayaan Ijārah dapat dilakukan proses 
restrukturisasi dengan cara:
39
 
a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling) 
Restruturisasi dilakukan dengan memperpanjang 
jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, Lembaga Keuangan 
Syariah dapat menetapkan kembali besar ujrah yang harus 
dibayar nasabah dengan kondisi sebagai berikut: 1) Aktiva 
Ijārah dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah. Jangka 
waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur 
ekonomi aktiva Ijārah. 2) aktiva Ijārah bukan milik 
Lembaga Keuangan Syariah. Jangka waktu perpanjangan 
paling lama sampai dengan berakhirnya hak pengguna 
aktiva Ijārah.  
b. Persyaratan Kembali (Reconditioning) 
Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali 
syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, 
jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan 
ujrah dan/ atau lainnya, dan Lembaga Keuangan Syariah 
dapat menetapkan kembali ujrah yang harus dibayar 
nasabah, dengan kondisi sebagai berikut: 
1) Aktiva Ijārah dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah 
                                                             
39
 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, ...hlm 
91 
46 
 
Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah memberikan 
perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu 
perpanjangan paling lama sampai dengan umur 
ekonomis aktiva Ijārah. 
2) Aktiva Ijārah bukan milik Lembaga Keuangan Syariah 
Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah  memberikan 
perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu 
perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya 
hak penggunaan aktiva Ijārah. 
c. Penataan Kembali (Restructuring) dengan melakukan 
konversi akad Ijārah atau akad Ijārah Mumtahiyyah 
Bittamlik menjadi Muḍārabah  atau Musyārakah. 
Konversi pembiayaan terhadap aktiva Ijārah yang 
dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut: 
1) Lembaga Keuangan Syariah menghentikan akad 
pembiayaan dalam bentuk Ijārah atau Ijārah 
muntahiyyah bittamlik dengan memperhitungkan nilai 
wajar aktiva Ijārah. 
2) Lembaga Keuangan Syariah membuat akad pembiayaan 
baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara 
lain golongan nasabah, jenis usaha, kemampuan 
membayar (cash flow) nasabah.
40
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3) Lembaga Keuangan Syariah mencatat pembiayaan 
dalam bentuk Muḍārabah  atau Musyārakah sebesar 
nilai wajar aktiva Ijārah. 
4) Lembaga Keuangan Syariah mencantumkan kronologi 
akad pembiayaan sebelumnya dalam akad pembiayaan 
baru.
41
 
b.  Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan 
tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur yang 
sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. 
Pembiayaan macet merupakan salah satu pembiayaan 
bermasalah yang perlu diselesaiakan apabila upaya 
restrukturisasi tidak dilakukan atau tidak berhasil. Secara garis 
besar strategis penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat 
dibedakan berdasarkan kondisi hubungan antara bank dan 
nasabah. yaitu: pertama, dimana pihak debitur masih 
kooperatif, sehingga penanganan dilakukan secara kerjasama 
antara bank dan debitur, atau bisa disebut dengan 
penyelesaiaan secara damai (persuasif), dan kedua, dimana 
pihak debitur tidak kooperatif, sehinggga penanganan 
dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-
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hak yang dimiliki oleh bank, yang dalam hal ini disebut sebagai 
penyelesaian secara paksa.
42
 
Dengan dasar dan prinsip diatas, penangaanan pembiayaan 
bermasalah, pertama, biasanya dilakukan oleh bank itu sendiri, dan 
dilakukan secara bertahap, yaitu: tahap pertama, penagihan 
kembali secara persuasif, dengan kemungkinan nasabah melunasi 
dan tidak mampu melunasi. Jika tidak berhasil, bank melakukan 
tahap kedua, dengan memberikan peringatan kepada debitur, 
berupa peringatan tertulis (somasi). Dalam hal upaya tahap kedua 
belum berhasil juga, maka bank dapat menempuh tahap ketiga, 
menjual barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari 
debitur atau pemilik agunan.
43
 
Kedua, penanganan melalui Debt Collector, berdasarkan ketentuan 
KUH perdata, pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 
1792 tentang pemberian kuasa kepada pihak lain yaitu debt collector, 
untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentu 
dengan cara tidak melawan hukum dan ketentuan syariah. 
Ketiga, penyelesaian melalui kantor lelang,  
1) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan 
pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek 
hak tangggung apabila debitur cidera janji (pasal 11 ayat (2) huruf e 
                                                             
42
 Ibid., hlm. 94-95 
43
 Ibid., hlm. 96-97 
49 
 
jis. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 
tentang hak tanggungan). 
2) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi 
(pasal 1155 KUH perdata) 
3) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 
penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (pasal 29 ayat (1) huruf b 
UU No. 42 tahun 1999).
44
 
Keempat, penyelesaian melalui badan pengadilan (Al-qadha) 
pengadilan agama, bahwa kewenangan peradilan agama untuk 
menyelesaikan perkara ekonomi syariah baru ada sejak diundangkannnya  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama. Hal ini dapat 
dilihat dalam pasal 49 huruf (i) yang menyebutkan bahwa pengadilan 
agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan 
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam dibidang “Ekonomi  Syariah”45 kewenangan dalam pasal 
ini merupakan kompetensi absolute bagi peradilan agama sebagai salah 
satu pilar kekuasaan kehakiman Indonesia.
46
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 Kelima, melalui badan arbitrase (Tahkim), Lembaga Arbitrase ini 
dapat digunakan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, apabila 
dalam perjanjian atau akad pembiayaan terdapat klausul tentang 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase (factum de compromittendo), atau 
telah dibuat perjanjian arbitrase setelah sengketa terjadi.
47
 
C. Penanganan Pembiayaan Ijārah Bermasalah Menurut Fatwa DSN-
MUI. 
 Menurut Fatwa DSN-MUI, masyarakat membutuhkan pelayanan 
jasa, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan 
masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut dengan Pembiayaan 
Ijārah, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam 
memperoleh manfaat atas suatu jasa. Bahwa agar pelaksanaan transaksi 
tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka DSN-MUI menetapkan fatwa 
tentang pembiayaan Ijārah untuk dijadikan pedoman.  
 Fatwa ini hasil rapat pleno DSN-MUI, pada Kamis, tanggal 8 
Muharram 1421 H./ 13 April 2000. Dengan ketentuan umum: 
1. Adanya rukun dan syarat Ijārah  
2. Ketentuan objek Ijārah 
3. Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayan Ijārah 
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4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrasi Syaraiah setelah tidak ada tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah.
48
 
 Maksud dari tidak menunaikan kewajiban ketenuan nomer  empat 
yaitu anggota tidak membayar angsuran pokok (jumlah pembiayaan) 
fee (uang jasa) dan atau tidak melunasi pembiayaannya (macet). Maka 
maka anggota berada dalam kategori khianat atau wanprestasi/ingkar 
janji.
49
 Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggung 
jawab terhadap janji-janjinya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Maidah 
ayat 1 dan QS. Al-Isra ayat 34 yaitu:  
              ..... 
Artinya  
“ wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu .....” 
( QS. Al-Maidah ayat)
50
 
....                  
Artinya  
.....penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya.  (QS. Al-Isra ayat 34)
51
 
Bank mengalami keadaan resiko pembiayaan atau pembiayaan 
bermasalah dengan adanya nasabah yang melakukan wanprestasi/ingkar 
janji, maka dapat diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan 
mufakat. Dengan kemungkinan nasabah melunasi dan tidak mampu 
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melunasi. Jika tidak berhasil, bank melakukan tahap kedua, dengan 
tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (somasi) 
dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal upaya tahap kedua 
belum berhasil juga, maka bank dapat menempuh tahap ketiga, menjual 
barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur atau pemilik 
agunan.
52
 
Dalam musyawarah, bank dan nasabah belum tentu mencapai 
mufakad. Bila tidak mencapai mufakad maka akan timbul perselisihan. 
Perselisihan ini diselesaikan melalui badan Arbitrase Syariah.
53
 Dalam UU 
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar 
pengadilan umum, sedangkan Lembaga Arbitrase adalah badan yang 
dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan 
mengenai sengketa tertentu.
54
 
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga tertuang dalam SK 
MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 18 tentang Badan 
Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di 
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Indonesia yang berwenang memeriksa, memutus sengketa muamalah yang 
timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, jasa dan sebagainya.
55
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BAB III 
UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN IJĀRAH BERMASALAH DI 
KSPS KARIMA WONOGIRI 
 
A. Gambaran Umum KSPS BMT Karima1 
1. Sejarah dan Latar Belakang berdirinya KSPS BMT Karima   
Koperasi Simpan Pinjam Syari‟ah (KSPS) BMT Karima merupakan 
hasil pemikiran dan kerja sama beberapa aktivis dakwah dengan beberapa 
pelaku ekonomi. Penggagas berdirinya BMT karima pada mulanya adalah 
orang-orang yang melakukan dakwah di dunia pendidikan dan telah 
berhasil mendirikan beberapa lembaga pendidikan Islam. Kemudian 
mereka menilai perlu untuk dakwah di dunia perekonomian melalui suatu 
wadah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mikro berdasarkan 
prinsip syari‟ah.  
Pendiri BMT Karima melihat pertumbuhan ekonomi di daerah ini 
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan daerah 
Purwantoro merupakan daerah perbatasan antara provinsi Jawa Tengah 
dan  Jawa Timur. Daerah perbatasan mempunyai potensi perkembangan 
ekonomi yang cukup besar, karena daerah perbatasan menghubungkan 
pelaku ekonomi dari beberapa daerah di sekitarnya.  
Dengan melihat potensi sirkulasi keuangan yang semakin 
bertambah besar, maka para aktivis dakwah ini bertekad untuk mendirikan 
BMT atau Koperasi Syari‟ah. Pendiri BMT Karima memilih mendirikan 
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BMT atau Koperasi Syari‟ah dikarenakan di daerah ini telah ada beberapa 
lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan sistem 
konvensional.  
Penggunaan sistem konvensional ini mempunyai dampak yang 
kurang baik bagi pelaku ekonomi di daerah ini. Para pelaku ekonomi di 
daerah ini didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah. Untuk 
mempercepat sirkulasi keuangan, dibutuhkan penyokong dana sebagai 
tambahan modal usaha, namun selama ini lembaga yang bergerak dibidang 
simpan pinjam menggunakan sistem konvensional dan mengambil 
keuntungan dari pokok pinjaman atau sering disebut dengan bunga. Pelaku 
usaha kecil dan menengah merasa terbebani dengan bunga yang harus 
dibayar dari pinjaman tersebut dan bisa menghambat perkembangan usaha 
mereka karena bunga yang dibayar terlalu tinggi.  
Melihat keadaan ini maka penggagas (Lembaga Masyarakat)   
berdirinya KSPS BMT Karima berusaha mendirikan sebuah lembaga 
keuangan yang menggunakan sistem ekonomi syari‟ah yang lebih adil dan 
mengutamakan kebersamaan melalui akad-akad yang sesuai dengan aspek 
syari‟ah dan sekaligus sebagai lembaga yang mempunyai kepedulian 
sosial. Dengan harapan menjadikan ekonomi syari‟ah sebagai solusi dari 
permasalahan ekonomi yang saat ini menerpa masyarakat menengah ke 
bawah dari jeratan bunga para rentenir. 
BMT Karima mulai beroperasi sejak tanggal 16 Juli 2012 yang 
berada di Jalan Raya Purwantoro – Ponorogo km. 01 Kecamatan 
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Purwantoro, Kabupaten Wonogiri atau tepatnya berada di barat Samsat 
Purwantoro dan sekarang sudah pindah di barat puskesmas purwantoro 
dan alamat email : karimabmt@yahoo.com. Pada awalnya BMT Karima 
didirikan oleh 23 orang. BMT Karima terus mengalami peningkatan, baik 
dari jumlah keanggotaan maupun  jumlah aset yang dimiliki. Setelah satu 
tahun BMT Karima telah memiliki anggota lebih dari 100 orang dan akan 
terus bertambah. 
Kemudian pada tanggal 19 Mei 2013, BMT Karima resmi 
mempunyai Badan Hukum dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah yang menjadikan BMT Karima lebih terpercaya dalam 
menjalankan peranannya sebagai koperasi. 
2. PROFIL KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI‟AH BMT KARIMA 
Wonogiri 
1) Nama Koperasi : KSPS KARIMA Wonogiri 
2) Tahun Berdiri : 2012 
3) Badan Hukum : Pendirian : No : 801/BH/XVI.30/V/2013 
Tanggal 31 Mei 2013 Oleh Kepala Dinas 
Koperasi dan UMKM Kota Wonogiri  
4) Alamat Domisili : Jl. Raya Purwantoro-Wonogiri Km. 0.5 
Purwantoro /link .Sambitiling Rw 01/07, 
Kelurahan Purwantoro, Kecamatan 
Purwantoro, Kabupaten Wonogiri  
5) Wilayah Kerja : Kabupaten/Kota 
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6) Jumlah cabang  : -  Unit 
7) Jumlah Anggota : 1.370 Anggota 
8) Total Aset : Rp 1.793.510.107 
9) Pembiayaan   : 1.361.963.100 
10) Omset : 286.204.136 
11) Penerimaan 
Pembiayaan 
: 206 Orang 
12) NPL  : 7.36 
13) SHU :Rp 40.887.847 
14)  Pembiayaan Ijārah   : 50 anggota 
15)  Pembiayaan 
Bermasalah Ijārah  
 : 12 anggota  
3. Visi Koperasi 
Visi Menjadi lembaga intermediasi  yang  profesional, 
terpercaya, santun  dan tulus dalam  mitra muamalah  yang  sesuai  
syari‟ah  sebagai  upaya meningkatkan kesejahteraan umat.   
4. Misi Koperasi    
1) Bekerja dan beramal dalam ketulusan untuk beribadah kepada Allah 
SWT. 
2) Menjalin kerjasama dan kepercayaan mitra sebagai implementasi dari 
akhlakul karimah (aklak yang mulia). 
3) Memberdayakan usaha kecil dan menengah dengan komitmen yang 
terbaik dibawah naungan prinsip syari‟ah. 
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4) Melaksanakan usaha produktif dengan memadukan kecerdasan 
intelektual, emosional dan spiritual. 
5) Menjalankan produk dan layanan jasa keuangan syariah yang berbasis 
teknologi dan informasi.  
5. STRUKTUR LEMBAGA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dewan Pengawas Syari’ah 
Dr. Gunawan Setya Adi, Lc, MA 
Pengurus Koperasi 
Ketua : Jarmono, SE 
Sekertaris : Suparyanto, S. Pd 
Bendahara : Harja Susilo 
Manajer  
Bambang siswanto, S. Pdi 
Marketing 
Dwi Sarjito 
Pembiayaan 
Abdullah 
Hammam 
Teller 
Eka Puji Rahayu 
Baitul Maal 
Gunawan, a. MA 
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6. Produk-Produk KSPS BMT KARIMA Wonogiri.2 
a. Murābaḥah (jual-beli) 
Murābaḥah adalah jual-beli barang antara BMT dengan anggota 
(nasabah) dengan cara BMT membeli barang yang diperlukan anggota 
yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin 
keuntungan yang disepakati antara BMT anggota. 
   Alur Pembiayaan Murābaḥah 
1) Anggota BMT KARIMA datang ke kantor BMT KARIMA 
menyatakan keinginan pembiayaan Pembeli Barang dan 
melengkapi persyaratan 
2) Anggota memberi janji untuk membeli barang yang dikehendaki 
dari BMT KARIMA dan BMT KARIMA berjanji akan menjual ke 
anggota (boleh dimintai jaminan) 
3) BMT KARIMA membelikan barang yang dikehendaki Anggota  
4) Akad jual beli antara BMT KARIMA dan anggota  
5) Barang dikirim ke anggota, bisa langsung dari toko atau dealer 
lewat BMT KARIMA 
6) Anggota pembiayaan membayar angsuran sesuai akad kesepakatan. 
b. Muḍārabah  ( bagi hasil)  
Muḍārabah : kerjasama antara BMT dan anggota yang 
mempunyai keahlian/ keterampilan untuk  mengelola usaha. Pihak 
pertama sebagai pemilik modal (ṣāḥibul mal) menyediakan seluruh 
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modal (100%) sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. 
Pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan dan apabila 
rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan kelalaian dari 
pengelola (penerima pembiayaan). 
Alur Pembiayaan Muḍārabah  
1) Anggota BMT KARIMA datang ke kantor BMT KARIMA  
menyatakan keinginan pembiayaan Pembeli Barang dan 
melengkapi persyaratan 
2) Pihak BMT KARIMA melakukan survai kelayakan ke anggota. 
3) Anggota dan pihak BMT KARIMA menyepakati perjanjian 
kerjasama dengan akad Muḍārabah . 
4) Anggota menyerahkan jaminan 
5) Modal usaha dikembalikan oleh anggota (mudharib) kepada 
BMT KARIMA pada waktu yang telah disepakati  
6) Pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Apabila 
ada kerugian, anggota wajib membuktikan bahwa kerugian 
bukan disebabkan karena kelalian, jika tidak dapat 
membuktikan, maka mudharib mengganti kerugian tersebut 
apabila terjadi kerena kelalaiannya. 
c. Ijārah  
Ijārah (sewa) perjanjian antar BMT ( Muajir ) dengan anggota 
(Muttajir) yang menyewa suatu barang/ objek sewa milik BMT dan 
BMT mendapat imbalan jasa atas barang yang disewakan. 
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Alur Pembiayan Ijārah  
1) Anggota BMT KARIMA datang ke kantor BMT KARIMA 
menyatakan keinginan pembiayaan sewa barang atau jasa dan 
melengkapi persyaratan  
2) Anggota memberi janji untuk menyewa baranga atau jasa yang 
dikehendaki dari BMT KARIMA dan BMT KARIMA  berjanji 
akan menyewakan ke anggota ( boleh dimintai jaminan) 
3) BMT KARIMA membayar sewa barang/ jasa yang dikehendaki 
anggota  
4) Akad sewa menyewa antara BMT KARIMA DAN Anggota  
5) Barang atau Jasa diserahkan ke anggota, bisa langsung dari pemilik 
barang atau jasa atau lewat BMT 
6) Anggota Pembiayaan membayar angsuran sesuai akad 
kesepakatan. 
d. Ba‟i al Istishna 
Ba‟i al Istishna: akad jual-beli dalam bentuk pesanan 
pembuatan barang dengan kriteria dan syarat tertentu. Kedua pihak 
sepakat atas harga dan system pembayaran. Pembayaran dapat dibayar 
dimuka, dicicil atau ditangguhkan sampai batas waktu yang 
ditentukan. 
 
 
 
62 
 
Alur Pembiayaan Ba‟i al Istishna 
1) BMT KARIMA dan Anggota menyepakati perjanjian 
kerjasama Ba‟i al Istishna dengan spesifikasi barang dan harga 
tertentu 
2) BMT KARIMA memesan dan membeli barang ke produsen 
dengan spesifikasi yang telah disepakati  
3) Produsen mengirim barang ke BMT KARIMA sesuai dengan 
spesifikasi yang telah disepakati  
4) BMT KARIMA melakukan pembayaran ke produsen baik 
secara angsur atau tunai 
5) BMT KARIMA mengirim barang ke anggota pembiayaan 
6) Anggota pembiayaan melakukan pembayaran baik secara 
angsuran maupun tunai 
e. Musyārakah mutanāqiṣah 
Musyārakah mutanāqiṣah: bentuk kerjasama antara BMT 
dengan anggota untuk kepemilikan suatu barang atau aset dimana 
kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak (bmt 
dan antara pihak yang lain (anggota) bertambah hak kepemilikannya 
melalui pembayaran atas hak kepemilikan yang lain.  
f. Ar- raḥn  
Ar–raḥn: perjanjian untuk menjadikan salah satu harta 
penerimaan pembiayaan sebagai agunan/jaminan atas pembiayaan 
yang diterimanya 
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g. Qordhul Hasan  
Qordhul Hasan: merupakan pinjaman dana kepada anggota 
tanpa imbalan dan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara 
sekaligus atau dicicil dalam waktu tertentu. Qordhul hasan ditujukan 
bagi fakir miskin untuk modal usaha yang berkelanjutan  
7. Produk-Produk Simpanan 
 
a. Simpanan Karima Syariah (SIMAS) 
Simas adalah jenis simpanan yang menggunakan akad 
Muḍārabah  (prinsip bagi hasil). Melalui prinsip ini dana anda akan 
diinvestasikan untuk pembiayaan produktif dan pembiayaan lain yang 
tidak melanggar prinsip syari‟ah. Keuntungan dari pembiayaan ini 
akan dibagikan antara anda dengan BMT Karima sesuai dengan 
nisbah (prosentase) yang telah disepakati bersama. 
Syarat keanggotaan: 
1) Mengisi formulir keanggotaan 
2) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) 
3) Membuka rekening  SIMAS dengan simpanan awal sebesar Rp 
5.000,00 
4) Simpanan selanjutnya minimal Rp. 5000,00 
Keuntungan  
1) Penyetoran simpanan maupun pengambilan simpanan dapat 
dilakukan kapan saja (penarikan diluar jam kerja dapat 
konfirmasi terlebih dahulu) 
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2) Mendapatkan bagi hasil yang adil dan kompetitif sesuai syari‟ah  
3) Simpanan yang aman dan transparan  
b. Simpanan untuk qurban (SUQUR) 
Suqur adalah jenis simpanan yang ditujukan untuk memudahkan 
anda dalam menunaikan ibadah qurban yang lebih terencana dan 
sesuai syari‟ah. 
Syarat keanggotaan  
1) Mengisi formulir keanggotaan 
2) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) 
3) Membuka rekening SUQUR dengan simpanan awal Rp. 
25.000,00 
Keuntungan  
1) Penyetoran simpanan dapat dilakukan kapan saja  (penarikan 
diluar jam kerja dapat konfirmasi terlebih dahulu) 
2) Mempermudah perencanaan ibadah qurban anda 
3) Disediakan dana talangan apabila simpanan anda belum 
mencukupi  untuk pembelian hewan qurban  
4) Mendapatkan bagi hasil yang adil dan kompeitif sesuai syari‟ah. 
 
 
c. Simpanan Karima Umrah dan Haji (SIUMI) 
SIUMI adalah jenis simpanan yang ditujukan untuk 
mempermudahkan anda dalam mewujudkan harapan memenuhi 
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ibadah Haji maupun Umroh ke Tanah Suci yang lebih terencana dan 
sesuai syari‟ah. 
Syarat keanggotaan  
1) Mengisi formulir keanggotaan  
2) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTSP/SIM) 
3) Membuka rekening SIUMI 
4) Besarannya simpanan sesuai kesepakatan  
Keuntungan  
1) Memudahkan anda mewujudkan harapan menunaikan ibadah 
Umroh dan Haji ke Tanah Suci 
2) Fasilitas pendaftaran Ibadah Umroh dan Haji hingga 
mendapatkan jatah kursi 
3) Bekerja sama dengan KBHI (Kelompok Bimbingan Ibadah 
Haji) yang berpengalaman dan terpercaya yang akan membantu 
anda beribadah dengan tenang sesuai tuntunan 
4) Mendapatkan bagi hasil yang adil dan kompetitif sesuai 
syari‟ah. 
 
d. Simpanan Karima Syari‟ah Berjangka (SIJANGKA)  
Sijangka  adalah jenis simpanan yang menggunakan aqad 
Muḍārabah  (pinsip bagi hasil). Melalui prinsip ini dana anda yang 
diinvestasikan untuk pembiayaan produktif dan pembiayaan lain yang 
tidak melanggar prinsip Syari‟ah. Keuntungan dari pembiayaan ini 
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akan dibagikan antara anda dengan BMT Karima sesuai dengan 
nisbah (prosentase) yang telah disepakati bersama. Pilihan jangka 
waktu SIJANGKA adalah 3,6,12,24, dan 36 bulan dengan perhitungan 
dan pembagian bagi hasil dilakukan tiap bulan. 
Syarat keanggotaan: 
1) Mengisi  formulir keanggotaan  
2) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) 
3) Membuka rekening SIJANGKA  
4) Saldo simpanan minimum Rp. 500.000,00 
Keuntungan  
1) Berinvestasi sesuai tuntunan syari‟ah 
2) Jangka waktu simpanan fleksibel sesuai kesepakatan  
3) Membantu terwujudnya ketentreman batin karena dana anda 
kami kelola dengan prinsip ta‟awun ( tolong menolong) 
4) Mendapat bagi hasil tiap bulan yang adil dan kompetitif 
 
 
e. Simpanan  Karima  Syari‟ah Terencana  (SIMASTER) 
SIMASTER adalah simpanan yang tepat untuk merencanakan 
masa depan yang lebih baik dan terarah. Simpanan ini menggunakan 
aqad Muḍārabah  Al Mutlaqoh (prinsip bagi hasil) yaitu anda sebagai 
pemilik dana atau ṣāḥibul mal dan BMT Karima sebagai pengelola 
atau mudharib yang akan mengelola dana anda untuk pembiayaan 
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pada usaha-usaha produktif, halal dan sesuai syari‟ah. Keuntungan 
dari pembiayaan ini akan dibagikan antara anda dengan BMT Karima 
sesuai dengan nisbah (prosentase ) yang telah disepakati bersama 
Syarat keanggotaan  
1) Mengisi formulir keanggotaa 
2) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) 
3) Membuka rekening SIMASTER 
4) Simpanan perbulan minimum Rp. 50.000,00 dan atau 
kelipatnnya  
Keuntungan  
1) Membantu anda merencanakan masa depan secara cerdas, 
terarah sesuai prinsip syari‟ah 
2) Simpanan anda dikelola dan disalurkan dengan menggunakan 
prinsip Syari‟ah. 
3) Membantu anda menerapkan pola hidup hemat, cermat dan tepat 
4) Mendapat bagi hasil tiap bulan yang adil dan kompetitif 
B. Sistem Pelaksanaan Pembiayaan Ijārah Pada Koperasi Simpan 
Pinjam Syari’ah KSPS Karima Wonogiri 
1. Definisi  Ijārah menurut KSPS Karima Wonogiri 
Ijārah menurut KSPS KSPS Karima Wonogiriadalah perjanjian 
antara anggota (Muttajjir) yang menyewa suatu barang/ obyek sewa 
milik BMT dan BMT mendapatkan imbalan jasa atas barang yang 
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disewakan.
3
 Dengan kata lain pembiayaan dengan akad sewa 
menyewa di mana  KSPS Karima Wonogiribertindak sebagai pihak 
penyedia dana dalam rangka menyewakan barang atau jasa terkait 
dengan kegiatan transaksi Ijārah dengan anggota sebagai pihak 
penyewa barang atau jasa. 
Untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan, maka 
BMT bekerjasama dengan pihak lain. Sebagai contoh untuk 
penyediaan ruko, BMT bekerjasama dengan pemilik ruko. Fungsi 
KSPS Karima Wonogiri dalam pelaksanaan pembiayaan Ijārah adalah 
sebagai penyewa barang untuk kepentingan angggota BMT 
menyewakan barang atau jasa kepada anggota dengan harga yang 
telah disepakati bersama. KSPS Karima Wonogiri harus 
memberitahukan secara jujur harga  pokok barang berikut biaya yang 
diperlukan. KSPS Karima Wonogiri juga harus menyampaikan semua 
hal yang berkaitan dengan penyewaan barang atau jasa kepada 
nasabah. Namun demikian, sebagai penyewa barang dalam prakteknya 
KSPS Karima Wonogiri kerap kali tidak mau dipusingkan dengan 
langkah-langkah penyewaan barang. Karenanya, KSPS Karima 
Wonogiri menggunakan akad Wakālah dengan memberikan kuasa 
kepada nasabah untuk menyewa barang tersebut.
4
 
2. Alur dan Prosedur untuk Pembiayaan Ijārah KSPS KSPS Karima 
Wonogiri. 
                                                             
3
Brosur KSPS KSPS Karima Wonogiri 
4
Bambang Siswanto, Manajer KSPS Karima Wonogiri,  Wawancara Pribadi, Kamis, 16  
Agustus 2018 
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a. Anggota KSPS Karima Wonogiri datang ke kantor KSPS 
Karima Wonogiri menyatakan keinginan pembiayaan sewa 
barang/jasa dan melengkapi persyaratan. 
b. Anggota memberi janji untuk menyewa barang/jasa yang 
dikehendaki dari KSPS Karima Wonogiri dan KSPS Karima 
Wonogiri berjanji akan menyewakan ke anggota (boleh dimintai 
jaminan) 
c. KSPS Karima Wonogiri membayar sewa barang/jasa yang 
dikehendaki anggota 
d. Akad sewa menyewa antara KSPS Karima Wonogiri dan 
anggota  
e. Barang/jasa diserahkan keanggota, bisa langsung dari pemilik 
barang/jasa atau lewat BMT 
f. Anggota pembiayaan membayar angsuran sesuai akad 
kesepakatan  
 
3. Syarat syarat pengajuan pembiayaan  
a. Fotocopy KTP suami/istri   2 lembar 
b. Fotocopy surat nikah  2 lembar 
c. Fotocopy kartu keluarga (KK) 2 lembar 
d. Fotocopy agunan/jaminan   2 lembar  
4. Survei 
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Setelah pengajuan pembiayaan lengkap agar pihak KSPS 
Karima Wonogirimemperoleh keyakinan dari nasabah dalam 
penyaluran pembiayaan yang diberikan KSPS Karima 
Wonogirikepada colan anggota  dapat kembali dan mengetahui 
domisili dari pihak anggota maka pihak KSPS Karima 
Wonogiridatang ke tempat anggota. Maka pihak KSPS Karima 
Wonogirimenimbang aspek-aspek sebagai berikut: 
a. Sifat atau karakter nasabah pengambilan pembiayaan, dari pihak 
KSPS Karima Wonogirimencari informasi terkait karakter 
anggota dan kegunaan pembiayaan dan karakter calon anggota 
terhadap  kemampuan membayar pembiayaan yang diperoleh 
anggota 
b. Jaminan  
Jaminan ini bisa berupa barang yang bisa bergerak dan bisa 
benda yang tidak bergerak seperti misalnya benda bergerak 
mobil, sepeda motor barang yang tidak  bergerak seperti 
sertifikat tanah, sertifikat. 
5. Persetujuan pembiayaan  
Dalam proses ini pihak manajer memimpin langsung rapat 
committe menganalisis dan memusyawarahkan hasil survey yang telah 
dilaksanakan dan disampaikan oleh pihak marketing finance selaku 
surveyor lapangan. Seluruh pengelola berhak berpendapat terkait data 
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hasil survey yang dilakukan oleh surveyor yang bisa dijadikan putusan 
permohonan pembiayaan ditolak sesuai ketentuan yang berlaku.    
6. Pemberitahuan pencairan pembiayaan  
Setelah keputusan ditetapkan pihak KSPS Karima Wonogiri 
memberitahu calon nasabah dengan mengirim sms atau menelpon 
kepada calon nasabah. 
7. Pembiayaan  pada akad Ijārah dibayarkan oleh pihak BMT 
C. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Ijārah Bermasalah 
Di KSPS Karima Wonogiri. 
Dalam pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta 
kehati-hatian agar kepercayaan yang menjadi unsur utama dalam 
pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan 
dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembaliaanya pembiayaan 
tepat pada waktunya sesuai dengan akad perjanjiannya. 
Pembiayaan yang dilakukan oleh KSPS Karima Wonogiribaik yang 
digunakan untuk modal kerja ataupun untuk kebutuhan mendesak ada 
kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para anggota sehingga 
menimbulkan pembiayaan bermasalah. menurut Abdullah Hammam 
bagian pembiayaan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab 
timbulnya pembiayaan bermasalah pada KSPS Karima Wonogiri, 
diantaranya adalah:
5
 
1. Faktor internal  
                                                             
5
 Abdulloh Hammam, bagian Pembiayaan, Wawancara Pribadi, 10 Agustus 2018, jam 
13.00-14.30 WIB. 
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a. Petugas 
Dalam hal ini faktor yang disebabkan oleh karakter dan kemampuan 
petugas (Account Officer) dalam menganalisis calon anggota kurang baik atau 
kurang cermat, dikarenakan masih ada hubungan keluarga atau kedekatan 
dengan anggota atau bisa ketidakmampuan petugas menganalisis secara baik 
tentang usaha yang akan dilakukan dan karakter anggota. sehingga, analisa 
yang disajikan kurang akurat.  
b. Sistem  
Dalam hal ini, sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang 
kadang kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah 
dibuat. Faktor system juga berkaitan dengan monitoring yang kurang 
intensif dari petugas sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak 
terdeteksi sejak dini. 
Dalam hal ini manajeman KSPS Karima Wonogirimenekankan kepada 
petugas untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah, dengan 
melakukan training setiap bulannya agar lebih akurat dalam menganalisa 
pembiayaan yang bermasalah.   
 
2. Faktor Eksternal  
a. Adanya I‟tikad yang kurang baik dari anggota dalam hal pembayaran 
pinjamannya, walaupun kemungkinan usahanya lagi baik dan 
berkembang, namun kewajiban diabaikan. 
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b. Anggota kurang tepat dalam memilih tempat usahan atau dan tidak 
mampu mengelola usahanya. Sehingga Kondisi usaha yang dijalankan 
anggota sedang menurun atau mengalami kerugian. 
c. Memprioritaskan kepentingan lain. Pembiayaan bermasalah terkadang 
timbul karena kondisi alam seperti, adanya anggota lebih 
mengutamakan kebutuhannya seperti biaya pendidikan anak sekolah, 
keluarga sakit atau meninggal dunia sehingga lebih diutamakan, 
Walīmatul „Ursy. Kedua faktor ini sama-sama mendominasi terjadinya 
pembiayaan bermasalah di KSPS Karima Wonogiri. 
No Faktor Pembiayaan 
Bermasalah 
Jumlah 
1 Walīmatul „Ursy. 7 
2 Wanprestasi/ingkar janji 5 
  12 
Sumber data Desember 2018, wawancara dengan Ibu  Eka Puji 
Rahayu, teller KSPS Karima Wonogiri. 
 
 
D. Upaya Penanganan Pembiayaan Ijārah Bermasalah Di KSPS Karima 
Wonogiri. 
Sengketa yang terjadi di dalam KSPS Karima Wonogiriini sering 
terjadi pada pembiayaannya, termasuk dalam akad Ijārah. Pada dasarnya 
timbulnya pembiayaan bermasalah (macet) tidak secara tiba-tiba namun 
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seringkali didahului oleh tanda-tanda penyimpangan seperti keterlambatan 
pembayaran angsuran yang kemudian menyebabkan timbulnya masalah. 
Tipe orang yang melakukan pembiayaan berbeda-beda. Pada 
umumnya orang jika telah mendapatkan uang akan lupa dengan kewajibanya, 
ada juga yang lebih mementingkan sosial seperti halnya ke acara walīmatul 
„ursy, jadi pihak KSPS Karima Wonogiriharus melakukan penagihan, 
penagihan berfungsi  untuk selalu mengingatkan kepada anggota bahwa dia 
mempunyai pembiayaan di KSPS Karima Wonogiritersebut.
6
 
Anggota tetap melaksanakan  kewajibannya dalam pembiayan akan 
tetapi jika tidak melakukan maka seperti biasanya dalam pihak KSPS Karima 
Wonogirimelakukan penagihan dan harus menunggu jatuh tempo. dan jika 
terjadi pembiayaan Ijārah bermasalah, berikut cara penyelesaiannya. 
a. Melakukan pendekatan personal dengan anggota dengan cara 
silahturahmi, Pendekatan dengan cara silahturahmi ini dilakukan untuk 
mengetahui lebih jauh permasalahan apa yang dihadapi pihak debitur 
dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak BMT. Setelah 
mengetahui permasalahannya maka pihak KSPS Karima Wonogiri 
memberikan toleransi pembiayaan dalam jangka sepuluh hari kepada 
anggota. 
b. Memberikan Surat Peringkatan  
Surat peringatan (SP) yang dilakukan oleh KSPS Karima 
Wonogiriterdiri dari SP satu, SP dua dan SP tiga. Jarak antara masing-
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 Bambang Siswanto, Manajer Operasional  Wawancara Pribadi , 09 Agustus 2018 jam 
13.00-14.30 WIB.  
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masing surat peringatan adalah 10 hari. Apabila setelah dikirimkannya 
SP satu dan pihak Anggota mau melaksanakan kewajibannya maka 
gugurlah SP satu tetapi anggota tidak mengindahkannya, maka 
diterbitkannya SP dua, dan jika SP dua juga tidak  diindahkan maka 
terbitlah SP tiga. 
c.  Restrukturisasi setelah mengetahui permasalahan dari anggota, maka 
pihak KSPS Karima Wonogirimembuat penjadwalan kembali 
Rescheduling (penjadwalan kembali), dan Reconditioning (perubahan 
syarat) Restructruring (penataan kembali) biasanya mengkonverd 
akad. 
d. Memberikan Surat Peringkatan  
Surat peringatan (SP) yang dilakukan oleh KSPS Karima 
Wonogiriterdiri dari SP satu, SP dua dan SP tiga. Jarak antara masing-
masing surat peringatan adalah 10 hari. Apabila setelah dikirimkannya 
SP satu dan pihak Anggota mau melaksanakan kewajibannya maka 
gugurlah SP satu tetapi anggota tidak mengindahkannya, maka 
diterbitkannya SP dua, dan jika SP dua juga tidak  di indahkan maka 
terbitlah SP tiga. 
e. Lelang Jaminan 
Jika dilihat indikasinya orangnya sudah tidak ada niat baik, pro 
aktif, dan tidak bisa dihubungi, biasanya yang akan dilakukan pegang 
adalah jaminan. Karena jaminan adalah langkah terakhir KSPS Karima 
Wonogiriuntuk melakukan lelang kalau memang beberapa tahap 
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tersebut tidak berhasil. KSPS Karima Wonogiriberhak melakukan hal 
tersebut tanpa harus menunggu jatuh tempo, karena masalahnya 
semakin lama akan semakin menyusahkan anggota karena 
tunggakannya semakin banyak.  
Hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang-
hutang anggota kepada pihak BMT. Apabila hasil lelang tersebut 
melebihi dari hutang-hutang pihak anggota, maka sisanya akan 
dikembalikan kepada pihak anggota, tetapi jika kurang maka pihak 
anggota harus melunasi sisanya. 
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BAB IV 
ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN IJĀRAH BERMASALAH DI 
TINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 
A.  Upaya Penanganan Pembiayaan Ijārah Bermasalah Di KSPS Karima 
Wonogiri. 
Pembiayaan Bermasalah pasti akan dihadapi oleh setiap Lembaga 
Keuangan termasuk juga di KSPS Karima Wonogiri Karena keterbatasan 
kemampuan dari petugas dalam memprediksi masa yang akan datang, dalam 
prakteknya KSPS Karima Wonogiri telah melakukan upaya pencegahan 
terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada pembiayaan Ijārah dengan tujuan 
untuk mengurangi Pembiayaan Ijārah Bermasalah. 
Kenyataannya, upaya yang digunakan KSPS Karima Wonogiri belum 
sesuai dengan apa yang diinginkan. Salah satu upayanya adalah dengan 
silahturahmi ke tempat anggota serta musyawarah. Metode silahturahmi dan 
musyawarah biasanya dilakukan oleh pihak KSPS Karima Wonogiri dengan 
anggota dan melibatkan orang ketiga untuk melakukan pendekatan kepada 
anggota. Dalam hal in orang ketiga yang dimaksudkan adalah orang-orang 
yang disegani oleh anggota. Seperti orang tuanya jika masih mempunyai 
orang tua, paman, saudara, istri, suami atau keluarga yang di segani oleh 
anggota. 
Metode musyawarah yang melibatkan orang ketiga berguna untuk 
mengetahui lebih mudah watak, sifat dan perilaku dari orang-orang 
terdekatnya. Dalam hal ini akan  mempermudah pihak KSPS Karima 
Wonogiri mengetahui karakter para anggota yang melakukan pembiayaan 
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bermasalah. Metode musyawarah seperti ini biasanya dilakukan agar anggota 
sadar akan tanggung jawabnya kepada pihak KSPS Karima Wonogiri  
mengenai pembiayaan Ijārah. 
Terkadang sulit untuk bertemu dengan anggota pembiayaan ada saja 
yang sengaja mangkir tidak membayar kewajiban, terkadang para anggota 
pembiayaan Ijārah masih ada yang menunda-nunda dalam menunaikan 
kewajiban bahkan tidak menunaikannya (tidak menepati janji) membayar 
angsuran. 
KSPS Karima Wonogiri  melakukan penyelamatan pembiayaan Ijārah 
Bermasalah kepada anggota yang tidak menunaikan kewajiban/ingkar janji 
dengan menggunakan Restrukturisasi. Restrukturisasi dalam akad Ijārah ada 
Ijārah Muntahiyyah Bittamlik dapat dilakukan dengan cara:1 
1. Penjadwalan kembali (rescheduling)  
Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka 
waktu jatuh tempo pembiayaan dan Koperasi Syariah dapat menetapkan 
kembali besarnya ujroh yang harus di bayar anggota.  
2. Persyaratan kembali (reconditioning)  
Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat 
pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu jadwal 
pembayaran, pemberian potongan ujrah dan/ lainnya, dan koperasi 
syariah dapat menetapkan kembali ujroh yang harus dibayar anggota.  
3. Penataan kembali (restructuring) 
                                                             
1
Nur Syamsudin Buchori, Koperasi Syariah Teori Dan Praktik, ( Banten: Shuhuf  Media   Insani, 
2012).  hlm , 209-210. 
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Melakukan konversi akad Ijārah atau akad Ijārah Muntahiyyah 
Bittamlik menjadi Muḍārabah  atau Musyārakah. 
KSPS Karima Wonogiri  dalam  melakukan penyelamatan pembiayaan 
Ijārah Bermasalah hanya menggunakan cara penjadwalan kembali 
(resceduling),dan (reconditioning) (menetapkan kembali syarat syarat 
pembiayaan seperti jumlah angsuran, jadwal pembayaran, jangka waktu) dan 
menggunakan (restructuring) penataan kembali, (mengkonversi akad dengan 
akad Muḍārabah  atau Musyārakah sesuai dengan kesepakatan pihak KSPS 
dan anggota.
2
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
2
Bambang Siswanto, Manajer Operasional  Wawancara Pribadi , 09 Agustus 2018 jam 
13.00-14.30 WIB 
Restrukturisasi Pembiayaan 
Perubahan Penjadwalan 
Pembiayaan 
Rescheduling Perubahan Syarat 
Pembiayaan 
Reconditioning 
Penataan Kembali 
Mengkonverd Akad 
Restructuring 
Stop  
Ya 
Tidak 
Tidak 
Tidak 
Ya 
Ya 
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 Dalam upaya melakukan penyelamatan dengan cara Restructurisasi 
pembiayaan Ijārah jika tidak berhasil, maka perlu diadakan penanganan 
pembiayaan bermasalah, dalam menangani pembiayaan Ijārah bermasalah 
diperlukan mekanisme-mekanisme penanganan tertentu. Dalam konsep 
mekanisme penanganan didalam teori itu bisa dilakukan oleh lembaga 
keuangan syariah itu sendiri dengan cara persuasif atau damai, dan itu bisa 
kemungkinan nasabah dapat melunasi atau tidak melunasi. dan lembaga 
keuangan syariah dapat melakukan teguran melalui somasi dengan ancaman 
bahwa penanganan pembiayaan Ijārah bemasalah sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku. Jika somasi masih belum berhasil juga, maka bank 
dapat menempuh dengan menjual barang jaminan dibawah tangan atas dasar 
kuasa dari debitur atau pemilik agunan.
3
 
 Penaganan pembiayaan Ijārah bermasalah dapat juga di selesaikan 
melalui kantor lelang, badan arbitrase, dan pengadilan agama serta 
memberikan suarat kuasa kepada debt collector tentu dengan cara tidak 
melawan hukum dan ketentuan syariah.
4
 
 Upaya penanganan pembiayaan Ijārah bermasalah di KSPS Karima 
Wonogiri  mengutamakan sistem musyawarah/kekeluargaan untuk mencari 
solusi-solusi yang tepat, serta memberikan ruang dan waktu untuk 
anggotanya untuk berusaha dan hasil usaha tersebut dapat memenuhi 
kebutuhan sehari-hari dan bisa membayar kewajibannya dengan jangka waktu 
                                                             
3
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,....hlm. 96-
97  
4
Ibid., hlm,... 97-10  
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sesuai dengan kesepakatan bersama. jika musyawarah tidak selesai, maka 
akan diberikan surat peringatan dengan jangka waktu sepuluh hari, surat 
pemberitahuan dan setiap  pemberian sampai surat peringatan pertama, kedua, 
dan ketiga. Baru di beri pemanggilan anggota, sampai surat peringatan ketiga 
anggota tidak membayar. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya eksekusi 
jaminan  (BPKB) atau lelang jaminan (sertifikat tanah).
5
 
Dari pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa KSPS Karima 
Wonogiri dalam melakukan penanganan Pembiayaan Ijārah Bermasalah lebih 
mengutamakan musyawarah kepada anggota untuk mencari solusi yang tepat, 
dan memberikan kelonggaran waktu yang cukup banyak sehingga anggota 
yang mengalami pembiayaan macet masih dapat berusaha. Kalaupun anggota 
benar-benar sudah tidak bisa lagi membayar dan maka barang jaminannya 
akan dieksekusi, jika nanti hasil jaminannya lebih dari kekurangaan 
pembiayaan maka pihak KSPS Karima Wonogiri akan mengembalikannya, 
kalau hasilnya kurang dari pembiayaan, maka anggota masih menanggung 
sisa pembiayaannya. 
B. UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN IJĀRAH BERMASALAH 
DITINJAU DARI FATWA  DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 
Dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Pembiayaan Ijārah, perihal hubungan dengan muamalah diakhiri 
dengan ketentuan “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
                                                             
5
Ibid  
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melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah.”6 
Maksudnya tidak menunaikan kewajibannya, jika anggota tidak 
membayar angsuran pokok (jumlah pembiayaan) atau tidak melunasi 
pembiayaannya (macet). Maka anggota telah berkhianat atau telah melakukan 
wanprestasi/ ingkar janji. 
Dengan adanya wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh anggota 
terhadap Bank maka akan terjadi pembiayaan bermasalah. Jika sudah terjadi 
seperti itu maka sesuai fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan bermasalah 
dapat diselesaikan yang pertama dengan cara musyawarah. Dalam hal 
musyawarah belum tentu mencapai mufakat. Maka akan timbul perselisihan 
atau sengketa ini dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. 
Mekanisme  penyelesaiaan sengketa dalam Arbitrase Syariah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
6
DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2000 
ANGGOTA 
BANK   
ARBITATOR 
METODE 
PENANGANAN 
1. MEDIASI 
2. KONSULTASI 
3. NEGOSIASI 
4. KONSILIASI 
5. PENILAIAN AHLI 
PENANGANAN MASALAH 
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1. Mediasi 
Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
para pihak dengan dibantu oleh mediator.
7
 
2. Konsultasi  
Konsultasi merupakan merupakan suatu tindakan yang berisifat 
personal antara suatu pihak personal pihak (klein) dan pihak yang lain 
merupakan konsultasi, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada 
klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien.
8
 
3. Negosiasi 
Proses negosiasi tidak terikat secara formal, dan apabila berhasil 
mencapai kesepakatan, maka para pihak membuat kesepakatan secara 
tertulis atau bisa berupa akta perdamaian yang ditandatangani oleh para 
pihak yng bersengketa dan kemudian didaftarkan kepengadilan dengan 
tenggang waktu 30 hari sejak kesepakatan tersebut ditandatangani.
9
 
4. Konsiliasi  
Konsiliasi merupakan usaha perdamaian dengan menggunakan bantuan 
pihak ketiga yang disebut konsiliator dengan mengupayakan perdamaian, 
konsiliator tidak harus duduk bersama dalam perundingan dengan para 
pihak yang berselisih, konsiliator biasanya tidak terlibat secara mendalam 
atas subtansi dan perselisihan.
10
 
5. Penilaian ahli  
                                                             
7
Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah  Teori Dan Praktik, (Depok: 
Kencana,2017) hlm. 65. 
8
Ibid., hlm. 69. 
9
Ibid., hlm. 72.  
10
Ibid., hlm. 75. 
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Bentuk penyelesaian sengketa melalui penilaain ahli juga diatur dalam 
pasal 6 ayat (3)  undang-undang nomer 30 tahun 19999 tentang arbitrase 
dan penyelesaian sengketa, sebagai berikut: 
 Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis 
para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan 
seseorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
11
 
Dalam hal penanganan pembiayaan Ijārah bermasalah KSPS Karima 
Wonogiri lebih mengutamakan musyawarah secara kekeluargaan sampai 
mendapatkan solusi solusi yang tepat dan pas sebelum diselesaikan ke 
Lembaga Hukum. KSPS Karima Wonogiri memberikan kolonggaran waktu 
bagi anggota agar dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini penanganan 
secara musyawarah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Bahkan dalam hal 
ini pihak KSPS Karima Wonogiri memberikan kelonggaran waktu agar 
anggota dapat memenuhi kewajibanya. 
Ketika terjadi perselisihan atau sengketa karena tidak mencapai mufakat 
dalam musyawarah, menurut bapak Bambang Siswanto ( selaku manajer) 
KSPS Karima Wonogiri melakukan penanganan melalui pengadilan agama. 
Walaupaun sampai saat ini di KSPS Karima Wonogiri belum terjadi 
sengketa, sudah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 perihal 
penyelesaian pembiayaan Ijārah jika terjadi sengketa maka penyelesaiaannya 
dilakukan di badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 
                                                             
11
Ibid., hlm. 78.  
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melalui musyawarah. Dalam lembaran akad pembiayaan KSPS Karima 
Wonogiri juga tertulis bahwa perselisihan melalui jalur hukum dan ketentuan 
undang-undang.  
Dari sini dapat difahami KSPS Karima Wonogiri lebih memilih  
penanganan perselisihan atau sengketa melalui pengadilan dibandingkan 
melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (luar pengadilan). Walaupun dalam 
perjanjiaan diberikan kebebasan dalam berkontrak, para pihak berhak 
memilih lembaga mana yang akan dijadikan untuk menyelesaikan masalah 
baik dalam pengadilan atau diluar pengadilan.
12
 Jika semua lembaga 
keuangan syariah menyelesaikan sengketa melalui pengadilan yang dirasa 
lebih terpercaya dan lebih legal. Dengan adanya undang-undang nomer 3 
tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomer 7 tahun 1989 
tentang peradilan agama. Sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 49 huruf (i) 
yang menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama 
antara orang-ora.ng Islam dibidang “Ekonomi Syariah”.13 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
12 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,...hlm. 
143 
13
Abdul ghofur anshori, Tanya Jawab Perbankan Syariah, (Yogyakarta: uui press, 2008), 
hlm. 108  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan penelitian yang 
telah dilakukan oleh penulis tentang upaya penanganan pembiayaan ijarah 
bermasalah ada pembiayaan Ijārah yang terdapat di  KSPS Karima 
Wonogiri, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain: 
1. Mekanisme penanganan pembiayaan ijarah bermasalah di KSPS 
Karima Wonogiri dengan cara silahturahmi serta musyawarah, surat 
pemberitahuan satu, dua, tiga, eksekusi jaiminan atau lelang jaminan. 
Dilakukannya write-off (penghapusan bukuan) kepada anggota yang 
barang jaminannya sudah di eksekusi, jika masih belum bisa menutupi 
sisa tunggakan pembayarannya, maka anggota harus membayar 
sisanya, dan apabila lebih dari tunggakannya maka uangnya akan di 
kembalikan kepada anggota. pihak KSPS Karima Wonogiri lebih 
banyak memberikan waktu yang longgar agar anggota bisa berusaha 
untuk melunasi tunggakan pembiayaan di BMT. 
2. Penanganan pembiayaan ijarah bermasalah di  KSPS Karima Wonogiri 
sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 
karena penanganannya pembiayaan dilakukan dengan cara 
musyawarah untuk mencapai mufakat. Akan tetapi dengan 
musyawarah tidak mencapai hasil mufakat antara KSPS dan anggota 
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dan malah menimbulkan perselisihan atau sengketa. Disini KSPS 
Karima Wonogiri melakukan penangannnya sengketa tersebut melalui 
Pengadilan Agama. Ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI jika 
penanganan sengketa dilakukan Badan Arbitrase Syariah setelah tidak 
tercapai kesepakatan malalui musyawarah. Tetapi samapai saat ini di 
KSPS Karima Wonogiri belum pernah terjadi sengketa dengan 
anggota. 
B. SARAN  
1. Untuk Pihak BMT 
a. Pihak BMT harus menjalankan prinsip 5C dalam permohonan 
pembiayaan dan nanti harus tegas dalam menolak permohonan 
pembiayaan yang tidak sesuai atau memenuhi kriteria 5C (Character, 
Capacity, Collateral, Capital dan Coditional) dalam menganalisis 
kelayakan calon anggota, sehingga dengan menjaga obyektifitas 
tersebut dalam memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan 
bermasalah. 
b. Mengadakan pembinaan tidak hanya pada bagian internal di KSPS 
Karima Wonogiri, tetapi juga pada anggota Pembiayaan dan 
pemantauan yang berkala terhadap anggota, agar dapat meminimalisir 
terjadinya pembiayaan bermasalah. 
2. Anggota 
Agar lebih memahami konsep pembiayaan yang akan diajukan, 
supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan lagi. 
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3. Masyarakat umum  
Diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak lembaga keuangan 
syariah dalam cara mengikuti prosedur yan berlaku guna mencapai suatu 
tujuan untuk mensyiarkan ekonomi Islam dalam setiap transaksi. 
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